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MARSELINDA PADANG (B 121 13 368), dengan judul “Aspek 
Hukum tentang Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di 
Kabupaten Kolaka”. Dibimbing oleh Marthen Arie selaku pembimbing I 
dan Muh. Hasrul selaku pembimbing II. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami 
pengaturan penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan di Kabupaten 
Kolaka serta mengetahui hasil penerimaan retribusi izin mendirikan 
bangunan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Kolaka.  
 
Penelitian ini di lakukan di Kabupaten Kolaka dengan objek 
penelitian adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, yang 
bertanggungjawab dalam menerima laporan dan mengelola pajak dan 
retribusi daerah, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang 
bertanggungjawab  mengeluarkan izin mendirikan bangunan. Penelitian ini 
di lakukan dengan melakukan wawancara langsung dengan narasumber 
pada lokasi penelitian yang kompeten dan relevan dengan topik yang 
diajukan dengan memaparkan secara deskriptif berbagai hasil wawancara 
lalu melakukan analisis terhadap data tersebut. 
Hasil penelitian ini menunjukkan 1. Pengaturan penerimaan 
retribusi izin mendirikan bangunan yang berada di daerah Kabupaten 
Kolaka tidak terlaksana sebagaimana yang telah ditetapkan dalam 
prosedur pelayanan izin mendirikan bangunan di Kabupaten Kolaka. Di 
dalam prosedur pelayanan izin mendirikan bangunan retribusi yang 
telah ditetapkan jumlahnya langsung dibayar sekaligus sesuai dengan 
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan 
Tertentu. 2. Hasil penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan di 
Kabupaten Kolaka dari data tiga tahun terakhir 2014 hingga 2016 
menunjukkan bahwa naik turunnya target dan realisasi. Target yang 
telah ditetapkan oleh pemerintah tidak pernah terealisasi. Hal ini 
dikarenakan adanya pelimpahan wewenang ke Kecamatan di wilayah 
Kabupaten Kolaka, yang tidak efektif dalam melaksanakan penerimaan 
retribusi izin mendirikan bangunan hingga penerbitan izin mendirikan 
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A. Latar Belakang 
Negara Indonesia merupakan Negara Hukum sebagaimana di 
sebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) bahwa “Negara Indonesia 
adalah negara hukum”.  Dimana setiap tindakan penguasa dan rakyat 
harus berdasarkan hukum. Menurut Julius Stahl sebagaimana dikutip oleh 
Romi Librayanto konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah 
‘rechstaat’ itu mencakup empat ciri-ciri, yaitu: 
1. Hak-hak asasi manusia; 
2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan; 
3. Pemerintahan didasarkan pada undang-undang; 
4. Adanya peradilan administrasi.1 
Konsepsi Negara hukum yang dianut Negara Indonesia, 
berimplikasi pada peraturan tertulis dimana penyelenggaraan 
pemerintahan didasarkan pada aturan konstitusi yaitu Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesa Tahun 1945. Dalam konteks 
pemerintahan daerah diatur dalam pasal 18 ayat (5). Pasal tersebut berisi 
muatan, bahwa Negara Indonesia dalam penyelenggaraan 
pemerintahdibantu oleh daerah sebagai wakil pusat untuk menjalankan 
pemerintahan di daerah. Pemerintah daerah perlu menjalankan peraturan-
                                                          
1 Romi Librayanto. Ilmu Negara Cetakan Kedua. Pustaka Refleksi. Makassar. 2012. Hal. 156 
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peraturan yang terkait dengan pemerintahan daerah khususnya terkait 
dengan perizinan, pembangunan daerah, dan pengendalian 
pembangunan. 
Kegiatan perizinan yang dilaksanakan oleh pemerintah pada intinya 
adalah untuk menciptakan kondisi bahwa kegiatan pembangunan sesuai 
peruntukan, disamping itu agar lebih berdaya guna dan berhasil guna 
dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pembangunan. Lebih 
jauh lagi melalui sistem perizinan diharapkan dapat tercapainya tujuan 
tertentu diantaranya: 
a. Adanya suatu kepastian hukum 
b. Perlindungan kepentingan hukum 
c. Pencegahan keruskan atau pencemaran lingkungan 
d. Pemerataan distribusi barang tertentu.2 
Selaku instrumen pemerintah izin berfungsi sebagai ujung tombak 
instrumen hukum sebagai pengarah masyarakat. Selain itu fungsi dari 
perizinan adalah sebagai instrumen yuridis yang digunakan oleh 
pemerintah untuk mempengaruhi warga agar mau mengikuti cara yang 
dianjurkannya guna mencapai suatu tujuan konkret.3  
Tujuan Pemerintah dapat dilihat dari dua sisi yaitu: 
1. Dari sisi pemerintah, tujuan pemberian izin itu adalah untuk 
melaksanakan peraturan apakah ketentuan-ketentuanyang 
                                                          
2 Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudraja. Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan 
Pelayanan Publik. Nuansa. Bandung. 2012. Hal. 94-95  
3 Philipus Hadjon. Pengantar Hukum Perizinan. Yuridika. Surabaya. 1993.  Hal. 5 
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termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan 
dalam praktiknya atau tidak, dan sekaligus untuk mengatur 
ketertiban. 
2. Sebagai sumber pendapatan daerah, dengan adanya 
permohonan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah 
akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan, pemohon 
harus membayar retribusi yang tujuan akhirnya adalah untuk 
biaya pembangunan. 
Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah Daerah mengisyaratkan bahwa Pemerintah Daerah dalam  
mengurus rumah tangganya sendiri diberikan sumber-sumber pedapatan 
atau penerimaan keuangan Daerah untuk membiayai seluruh aktivitas 
dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan 
untuk kesejahteraan masyarakat secara adil dan makmur. 
 Dengan adanya hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan 
kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, 
merupakan satu upaya untuk meningkatkan peran pemerintah daerah 
dalam mengembangkan potensi daerahnya dengan mengelola sumber-
sumber pendapatan daerah secara efektif dan efisien khususnya 
pendapatan asli daerah sendiri yang merupakan semua penerimaan yang 
diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut 
berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
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Salah satu sumber pendapatan daerah yang penting adalah 
retribusi daerah. Retribusi daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 
tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pungutan 
daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 
khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk 
kepentingan orang pribadi atau badan. Ketika warga negara melakukan 
pembayaran Retribusi Daerah, maka pembayaran yang dilakukan 
merupakan kompensasi atas sebuah jasa atau layanan yang diberikan 
oleh Pemerintah Daerah. Apabila ada sebuah pungutan yang dinamakan 
Retribusi namun tidak terdapat jasa atau layanan yang diberikan kepada 
pembayar Retribusi, maka pada hakikatnya pembayaran tersebut tidak 
dapat dikategorikan sebagai Retribusi. 
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 150 huruf c tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi perizinan tertentu ditentukan 
berdasarkan kriteria sebagai berikut: 
1. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintah yang 
diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi; 
2. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi 
kepentingan umum; dan 
3. Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin 
tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari 
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perizinan tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari 
retribusi perizinan.  
Retribusi Perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu 
oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang 
dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan 
pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, 
sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan 
menjaga kelestarian lingkungan.4 
Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah 
satunya ialah melalui sektor retribusi daerah sesuai peraturan daerah 
dapat merumuskan ketentuan hukum mengenai retribusi daerah, 
khususnya mengenai Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Izin mendirikan 
bangunan adalah sebuah izin untuk mendirikan, memperbaiki, 
menambah, mengubah/merenovasi suatu bangunan, termasuk izin 
kelayakan membangun bangunan yang dikeluarkan pemerintah daerah.  
Salah satu daerah yang sumber penerimaannya berasal dari 
retribusi izin mendirikan bangunan adalah Kabupaten Kolaka. Proses 
pelaksanaan pemungutan retribusi izin mendirikan bangunan di 
Kabupaten Kolaka ini bisa dibilang belum berjalan optimal. 
 Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan terhadap 
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kolaka mengalami naik turun. Dalam 
hal ini, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan masih banyak permasalahan 
                                                          
4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 140 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
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dan tantangan yang dihadapi baik dari pemerintah maupun dari 
masyarakat Kabupaten Kolaka itu sendiri. Dalam penyelenggaraan 
pemerintahan khususnya dalam bidang pelayanan perizinan Kabupaten 
Kolaka harus terus berbenah untuk meningkatkan kualitas pelayanannya 
dalam pengurusan izin tersebut pemerintah kurang memuaskan, 
prosedurnya berbelit-belit, serta tingginya tarif retribusi yang diterapkan 
oleh pemerintah membuat masyarakat mengeluh dalam pengurusan izin 
mendirikan bangunan tersebut. 
 Kurangnya tim teknis lapangan yang akan melakukan peninjauan 
lapangan, kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus izin, karena 
adanya anggapan bahwa melakukan renovasi terhadap bangunan tidak 
perlu meminta izin kepada pemerintah daerah setempat melalui dinas 
terkait sehingga keadaan merugikan pemerintah daerah. Ada juga 
masyarakat yang membangun kurang lebih sebelas meter dari jarak ruas 
jalan lingkugan dengan bangunan terluar tanpa memberitahu terlebih 
dahulu kepada pemerintah daerah setempat tentang apa saja syarat agar 
dapat memperoleh izin mendirikan bangunan, masih banyaknya 
masyarakat yang membangun tanpa mengurus surat izin mendirikan 
bangunan terlebih dahulu, serta masyarakat yang membangun seenaknya 
di lorong jalan karena anggapan masyarakat bahwa tidak akan terlihat 
oleh petugas lapangan padahal dalam medirikan bangunan dengan tidak 
meminta izin kepada pemerintah daerah setempat melalui dinas terkait, 
maka tidak terjaganya ketertiban, keselarasan, kenyamanan, dan 
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keamanan dari bangunan itu sendiri terhadap penghuninya maupun 
lingkungan sekitarnya. 
Salah satu sumber pendapatan asli daerah yang besar adalah 
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan atau (IMB). Akan tetapi apabila 
pengelolaannya dilakukan secara baik dan benar akan menambah 
pendapatan asli daerah bagi daerah khususnya di Kabupaten Kolaka. 
Dengan uraian latar belakang masalah diatas, sehingga 
menjadikan ketertarikan penulis untuk meneliti lebih dalam dengan 
mengambil judul “Aspek Hukum Tentang Penerimaan Retribusi Izin 
Mendirikan Bangunan di Kabupaten Kolaka” 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka 
rumusan masalah yang akan dibahas adalah : 
1. Bagaimana pengaturan penerimaan Retribusi Izin Mendirikan 
Bangunan di Kabupaten Kolaka? 
2. Seberapa besar kontribusi penerimaan Retribusi Izin Mendirikan 
Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten 
Kolaka? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini, yaitu : 
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1. Untuk mengetahui pengaturan penerimaan Retrbusi Izin 
Mendirikan Bangunan di Kabupaten Kolaka. 
2. Untuk mengetahui kontribusi hasil penerimaan Retribusi Izin 
Mendirikan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah di 
Kabupaten Kolaka. 
 
D. Manfaat Penelitian 
a. Manfaat Teoritis: 
 Hasil penelitian yuridis yang mendalami kajian mengenai 
Keuangan Daerah pada umumnya dan Pendapatan Asli Daerah 
khususunya dalam rangka melaksanakan Otonomi Daerah di 
Kabupaten Kolaka. 
b.   Manfaat Praktis:  
1). Diharapkan dapat digunakan sebagai pengetahuan bagi 
masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait dengan 
Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Retribusi Izin 
Mendirikan Bangunan. 
 2). Dengan dibuatnya penulisan ini diharapkan dapat  memberikan 
masukan kepada pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka 





      BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Otonomi Daerah 
1)  Pengertian Otonomi Daerah 
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, otonomi adalah pola 
pemerintahan sendiri sedangkan otonomi daerah adalah hak, wewenang, 
dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya 
sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (6) 
tentang Pemerintahan Daerah, definisi otonomi daerah sebagai berikut: 
 “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban 
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai 
dengan peraturan perundangundangan”. 
 
Selanjutnya menurut Sarundajang sebagaimana dikutip oleh 
Juniarso Ridwan mengartikan otonomi daerah :1 
a. Hak mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom, hak 
tersebut bersumber dari wewenang pangkal dan urusan-urusan 
pemerintah (pusat) yang diserahkan kepada daerah. 
b. Dalam kebebasan menjalankan hak mengurus dan mengatur rumah 
tangga sendiri, daerah tidak dapat menjalankan hak dan wewenang 
otonominya itu diluar batas-batas wilayah daerahnya. 
                                                          
1 Juniarso Ridwan dan M.H. Achmad Sodik Sudrajat. Op. Cit. Hal.110 
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c. Daerah tidak boleh mencampuri hak mengatur dan mengurus rumah 
tangga daerah lain sesuai dengan wewenang pangkal dan urusan yang 
diserahkan kepadanya. 
d. Otonomi tidak membawahi otonomi daerah lain. 
Dari pernyataan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 
otonomi daerah dapat diartikan sebagai wewenang yang diberikan oleh 
pemerintah pusat kepada daerah baik kabupaten maupun kota untuk 
mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya 
sendiri sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing dan mengacu 
kepada kepada peraturan perundangan yang berlaku dan mengikatnya. 
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, otonomi harus dibedakan 
dengan kedaulatan, karena kedaulatan menyangkut pada kekuasaan 
tertinggi dalam suatu negara sedangkan otonomi hanya meliputi suatu 
daerah tertentu dalam suatu negara. 
2) Asas-asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
Pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah diwajibkan untuk 
melaksanakan azas desentralisasi dan dekonsentrasi dalam 
penyelenggaraan pemerintah daerah yang berada dalam wilayah negara 
Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Kemudian ditegaskan kembali dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai berikut : 
1). Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada azas umum 
penyelenggaraan negara yang terdiri atas : 
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a. Asas kepastian hukum; 
b. Asas tertib penyelenggaraan negara; 
c. Asas kepentingan umum; 
d. Asas keterbukaan; 
e. Asas proporsionalitas; 
f. Asas profesionalitas; 
g. Asas akuntabilitas; 
h. Asas efisiensi; 
i. Asas efektifitas; 
j. Asas keadilan 
2). Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah menggunakan 
asas desentralisasi, tugas pembantuan dan asas dekonsentrasi sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 
3). Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintah daerah 
menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan. 
 Berdasarkan uraian di atas, Otonomi Daerah yang nyata dan 
bertanggung jawab diselenggarakan berdasarkan Undang-undang Nomor  
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam berbagai urusan 
Pemerintah Daerah menurut asas-asas sebagai berikut : 
 1. Desentralisasi 
 Secara etimologis, desentralisasi berasal dari bahasa latin yang 
berarti de adalah lepas dan centrum adalah pusat, sehingga desentralisasi 
dapat diartikan melepaskan diri dari pusat. 
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 Oleh karena itu, dapat dikatakan pelimpahan kekuasan yang 
diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pandangan 
ketatanegaraan disebut daerah otonom untuk mengurus rumah tangganya 
sendiri. 
 Menurut RDH Koesoemahatmaja desentralisasi adalah cara atau 
juga sistem untuk menunjukkan asas demokrasi, yang memberikan 
kesempatan kepada rakyat untuk ikut serta dalam pemerintahan negara.2 
Desentralisasi mengandung makna bahwa wewenang untuk 
mengatur dan mengurus urusan  pemerintahan tidak semata-mata 
dilakukan oleh Pemerintah Pusat, melainkan dilakukan juga oleh satuan-
satuan pemerintahan yang lebih rendah baik dalam bentuk satuan 
territorial maupun fungsional. Satuan-satuan pemerintahan yang lebih 
rendah diserahi dan dibiarkan mengatur sendiri sebagian urusan 
pemerintahan.3 
Perwujudan desentralisasi dalam bidang otonomi adalah hak untuk 
mengatur dan mengurus rumah tangga daerah. Penyerahan atau 
membiarkan kepada satuan pemerintahan yang lebih rendah mengatur 
dan mengurus urusan pemerintahan tertentu itu dapat bersifat penuh atau 
tidak penuh. Penuh, kalau penyerahan atau membiarkan mencakup 
wewenang untuk mengatur dan mengurus baik mengenai asas-asas 
                                                          
2 RDH Koessoemahatmaja. Pengantar Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia. Bina Cipta. 
Bandung. 1979. Hal.14 
3 Philipus M. Hadjon et.al. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Gadjah Mada University 
Press. Yogyakarta. 2008. Hal.112 
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maupun cara menjalankannya (wewenang mengatur dan mengurus asas 
dan cara menjalankannya). Tidak penuh, kalau hanya terbatas pada 
wewenang untuk mengatur dan mengurus cara menjalankannya. 
Penyerahan atau membiarkan mengatur dan mengurus asas dan cara 
menjalankan (penuh) adalah otonomi.4 
2. Dekonsentrasi 
 Pelimpahan kekuasaan dan wewenang dari pemerintah pusat 
kepada pemerintah daerah yang berlaku di Indonesia adalah otonomi 
dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara 
kesatuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) bahwa “Negara 
Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”. Berkaitan hal 
tersebut, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah menjelaskan bahwa: 
 “Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah 
oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah 
dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.” 
 
 Selanjutnya, Pasal 1 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 39 
Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi menyatakan bahwa 
Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari 
pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan 
dan atau perangkat pusat di daerah”.  
 
Lebih lanjut pada pasal yang sama huruf f menegaskan bahwa: 
“Gubernur adalah selaku wakil pemerintahan di daerah”. 
                                                          
4 Ibid. Hal.112 
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 Menurut konsideran Menimbang dari Peraturan Pemerintah Nomor 
39 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi, tujuan dari 
dekonsentrasi sebagai berikut: 
a. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan 
pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan 
terhadap kepentingan umum. 
b. Terpeliharanya komunikasi sosial kemasyarakatan dan sosial 
budaya dalam sistem administrasi negara. 
c. Terpeliharanya keserasian pelaksanaan pembangunan nasional. 
d. Terpeliharanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Kewenangan pemerintah pusat di daerah provinsi dalam rangka 
pelaksanaan dekonsentrasi dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil 
pemerintahan pusat. Kewenangan tersebut dilaksanakan oleh dinas 
provinsi sebagai perangkat provinsi. Penyelengaraan dekonsentrasi itu di 
biayai atas beban dari pengeluaran pembangunan Anggaran Pendapatan 
Belanja Negara (APBN). Kemudian pencatatan dan pengelolaan 
keuangan dalam penyelenggaraan dekosentrasi dilakukan secara terpisah 
dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), maksudnya bahwa  
dimana gubernur memberikan laporan atau memberitahukan kepada 
DPRD tentang kegiatan dekonsentrasi.5  
 
                                                          




3. Tugas Pembantuan 
 Tugas pembantuan adalah Penugasan dari pemerintah pusat 
kepada pemerintah daerah otonom untuk ikut serta melakukan 
kewenangan urusan pemerintah dengan batasan-batasan pertanggung 
jawaban, dimana dalam pelaksanaannya diatur dengan peraturan 
perundang-undangan. Namun, berbeda dengan prinsip dekonsentrasi dan 
desentralisasi, dimana tugas pembantuan sebagaimana yang telah di atur 
dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah menyatakan bahwa “Tugas pembantuan adalah penugasan dari 
pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi 
kepada kabupaten/kota dan atau desa serta dari pemerintah 
kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu”. 
 Tugas pembantuan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan desa 
dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan bertanggung jawab 
kepada pemerintah pusat. Penyelenggaraan tugas pembantuan juga 
dibiayai atas beban  pengeluaran pembangunan Anggaran Pendapatan 
Belanja Negara (APBN). Pencatatan dan pengelolaan keuangan dalam 
penyelenggaraan tugas pembantuan dilakukan secara terpisah dari 
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pemerintah daerah 
memberitahukan rencana tugas pembantuan kepada DPRD dan 
pemerintah desa memberitahukannya kepada Badan Perwakilan Desa.6 
                                                          
6 Ibid. Hal. 169 
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 Sesuai dengan uraian di atas bahwa tugas pembantuan dan 
dekonsentrasi dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi, 
kabupaten/kota. Sedangkan penyelenggaraan asas desentraslisasi 
dilaksanakan di daerah tingkat dua daerah yaitu kabupaten/kota dan 
pemerintah desa. 
 Dengan adanya asas-asas ini maka Undang-undang Nomor 23 
Tahun 2014 menganut prinsip demokrasi, partisipasi, pemerataan dan 
keadilan serta yang terpenting pengakuan terhadap keanekaragaman 
daerah sebagai dasar penyerahan kewenangan pada daerah. Jelas itu 
suatu hal yang telah berubah dari paradigma penyeragaman menjadi 
keanekaragaman.  
 Dalam konsep otonomi daerah menurut Undang-undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pemerintah daerah haruslah 
bertujuan untuk kepentingan masyarakat berdasarkan aspirasi 
masyarakat. Oleh sebab itu pemerintah daerah harus mendorong untuk 
memberdayakan masyarakat, menumbuhkan kreatifitas dengan 
meningkatkan partisipasi masyarakat. Keberhasilan pemberdayaan 
otonomi daerah dapat diukur dan dilihat dari tingkat kemandirian 
masyarakat daerah dan pengelolaan keuangan daerah tersebut. 
 Untuk itu pembiayaan pembangunan daerah harus dapat selaras 
dengan aspirasi masyarakat dan kepentingan masyarakat di daerah 
bukan semata-mata untuk mewujudkan pembangunan dan mengejar laju 
pertumbuhan infrastruktur pembangunan karena pada dasarnya 
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pemberian wewenang daerah otonom ialah untuk membantu 
mempercapat tugas pemerintah pusat dalam mensejahterakan 
masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan 
pertanggungjawaban kepada masyarakat. 
3) Tujuan Otonomi Daerah 
Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk 
meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. 
Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah 
yaitu:  
1) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan 
kesejahteraan masyarakat; 
(2) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya 
daerah; 
(3) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk 
berpartisipasi dalam proses pembangunan. 
Upaya untuk melaksanakan otonomi daerah yang telah dimulai 
pada tanggal 1 Januari 2001 adalah merupakan tekad kita bersama, baik 
dipusat maupun di daerah.Tentu dalam hal ini harus dilakukan dengan 
seksama dan hati-hati agar mencapai hasil yang maksimal dalam 
melaksanakan otonomi daerah tersebut. Menurut HAW. Widjaja ada 
beberapa strategi yang dilakukan antara lain:7 
                                                          
7 Ibid. Hal. 90-91 
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1) Penataan Kewenangan 
Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah 
dalam mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan 
bertanggung jawab di era reformasi dan desentralisasi 
pemerintahan dalam melakukan penataan pemilahan 
kewenangan, organisasi perangkat daerah dekosentrasi, 
standar pelayanan minimal serta kemitraan badan eksekutif, 
dan badan legislatif. 
2) Penyelenggaraan Otonomi Daerah 
Penyelenggaraan otonomi daerah dilakukan oleh lembaga-
lembaga pemerintahan, yaitu Kepala Daerah dan Lembaga 
DPRD dan biroraksi setempat, yang terpisah dari lembaga-
lembaga pemerintah dan birokrasi pemerintah. 
3) Pemberdayaan Daerah 
Perlu ditegaskan bahwa menyelenggarakan otonomi daerah 
dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan 
bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional, sesuai 
dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, 
pemerataan dan keadilan serta potensi dan keanekaragaman 
dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Keberhasilan otonomi daerah adalah dengan kerja keras dan 
disiplin semua pihak dan melalui proses serta mekanisme 
institusi dan konstitusi yang telah disepakati, dengan 
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memanfaatkan segala potensi yang ada secara rasional, efisien, 
efektif, dan profesional. Dalam rangka pemberdayaan daerah 
dan pemberdayaan masyarakat melalui otonomi daerah, di 
mana semua kewenangan pemerintah, kecuali bidang politik 
luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan 
fiskal, serta agama dan bidang-bidang tertentu diserahkan 
kepada daerah, secara utuh, bulat, dan menyeluruh yang 
ditetapkan dengan peraturan pemerntah. 
Otonomi daerah merupakan kesempatan yang penting bagi 
pemerintah daerah untuk membuktikan kesanggupannya dalam 
melaksanakan urusan-urusan pemerintah lokal sesuai dengan 
keinginan dan kebutuhan masyarakat lokal/setempat. Hal ini 
perlu diantisipasi agar kinerja pemerintah daerah dapat 
meningkat secara signifikan dalam mengurus rumah tangga 
daerah dan pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan 
kapasitas perangkat daerah dan DPRD. 
4) Prasyarat Daerah Otonomi 
 Dalam pembentukan otonomi daerah, kita tidak bisa 
mengabaikan bahwa prasyarat yang harus dipenuhi daerah 
otonom, yaitu: 




b. Adanya sumber dana yang pasti untuk membiayai berbagai 
urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan 
masyarakat, sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik 
daerah. 
c. Tersedianya fasilitas pendukung pelaksanaan 
pemerintahan daerah. 
d. Bahwa otonomi daerah yang kita terapkan adalah otonomi 
dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Pelaksanaan otonomi daerah yang dilakukan pada saat ini, adalah 
dalam rangka upaya memberikan kewenangan yang lebih besar kepada 
daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang 
hanya dapat diharapkan apabila perangkat daerah mempunyai kinerja 
tinggi, efisien, dan efektif dalam mengelola pembangunan daerah dan 
pelayanan publik.   
Dengan pernyataan di atas maka dapat disimpulkan, tujuan utama 
pelaksanaan Otonomi Daerah adalah meningkatkan pelayanan dan 
kesejahteraan masyarakat serta terwujudnya kehidupan yang baik, rasa 
aman, adil dalam hal pendapatan sebagai tolak ukur keberhasilan fungsi 
dari otonomi daerah.Selain itu, upaya penting yang lain ialah mewujudkan 
partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan,pelaksanaan, dan 
pengawasan serta penyelenggaraan layanan publik terhadap kinerja 
pemerintah daerah. Dengan demikian, peran pemerintah memiliki 
kewenangan dalam membuat kebijakan dalam memberikan pelayanan, 
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peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang 
tidak terlepas dari partisipasi masyarakat yang bertujuan pada 
kesejahteraan. 
B.  Keuangan Daerah 
1) Pengertian Keuangan Daerah 
Pengertian keuangan daerah dalam Pasal 1 Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa: 
“Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah 
dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang 
dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk 
kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban 
daerah tersebut.” 
Sedangkan pengertian keuangan daerah sebagaimana dimuat 
dalam penjelasan umum mengenai definisi keuangan di jelaskan dalam 
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
adalah sebagai berikut:  
“Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah 
yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa 
uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang 
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban 
tersebut.” 
 
Menurut Mamesah keuangan daerah adalah semua hak dan 
kewajiban yang dapat dimulai dengan uang, demikian pula segala sesuatu 
baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah 
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sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara atau daerah yang 
lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan atau peraturan.8 
Berdasarkan pengertian tersebut pada prinsipnya keuangan daerah 
mengandung unsur pokok yaitu hak dan kewajiban daerah yang dapat 
dinilai dengan uang dan kekayaan yang berhubungan dengan hak dan 
kewajiban tersebut. Keuangan daerah memegang peranan yang penting 
dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Penyelenggaraan 
tugas pemerintah daerah dan DPRD dibiayai dari dan atas beban 
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Oleh karena itu sumber-sumber 
pendapatan yang dapat memberikan pemasukan kas daerah harus 
dikelola dengan baik. 
2) Sumber-Sumber Keuangan Daerah 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah bahwa Sumber Pendapatan Daerah terdiri atas: 
a. Pendapatan Asli Daerah meliputi: 
1) Pajak Daerah 
2) Retribusi Daerah 
3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 
Sumber pendapatan asli daerah selanjutnya adalah hasil 
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dalam hal ini, 
pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah diharapkan dapat menjadi 
sumber pemasukan bagi daerah. Oleh sebab itu pengelolaannya harus 
                                                          




sesuai dengan peraturan yang berlaku dan harus dikelola secara 
profesional supaya mendapatkan hasil yang optimal. Jenis hasil 
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek 
pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada 
perusahaan milik daerah/BUMD; bagian laba atas penyertaan modal pada 
perusahaan milik pemerintah/BUMN dan bagian laba atas penyertaan 
modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. 
Sementara itu berdasarkan penjelasan Undang-undang Nomor 33 Tahun 
2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah jenis penerimaan yang termasuk hasil pengelolaan 
kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain bagian laba, deviden, dan 
penjualan saham milik daerah. 
4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 
Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah disediakan untuk 
menampung penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak 
daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 
dipisahkan. Dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
pada Pasal 6 ayat (2), lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang 
dimaksud meliputi: 
a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; 
b. Jasa giro; 
c. Pendapatan bunga; 
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d. Keuntungan adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang 
asing; dan 
e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari 
penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh 
pemerintah 
b. Pendapatan Transfer 
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas: 
1) Dana Perimbangan 
Dana Perimbangan sebagaimana dalam Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 288 tentang Pemerintahan 
Daerah yaitu: 
a. Dana Bagi Hasil (DBH) 
b. Dana Alokasi Umum (DAU) 
c. Dana Alokasi Khusus (DAK) 
2) Dana Otonomi Khusus 
Dana Otonomi Khusus sebagaimana dalam Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 294 ayat (1) tentang 
Pemerintahan Daerah bahwa dialokasikan kepada daerah yang 
memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan undang-
undang mengenai otonomi khusus 
3) Dana Keistimewaan  
Dana Keistimewaan sebagaimana dalam Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 294 ayat (2) tentang 
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Pemerintahan Daerah bahwa dialokasikan kepada daerah 
istimewa sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai 
keistimewaan. 
4) Dana Desa 
Dana Desa sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 Pasal 294 ayat (3) tentang Pemerintahan Daerah 
bahwa dialokasikan pemerintah pusat untuk mendanai 
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, 
dan pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan 
masyarakat desa berdasarkan kewenangan dan kebutuhan 
desa sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai desa. 
Pendapatan Transfer antar-Daerah terdiri atas: 
1) Pendapatan Bagi Hasil 
Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dalam Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 294 ayat (4) tentang 
Pemerintahan Daerah bahwa  dan yang bersumber dari 
pendapatan tertentu daerah yang dialokasikan kepada 
daerah lain berdasarkan angka presentase tertentu sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
2) Bantuan Keuangan 
Bantuan Keuangan sebagaimana dalam Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 294 ayat (5) tentang 
Pemerintahan Daerah bahwa dana yang diberikan oleh 
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daerah kepada daerah lainnya baik dalam rangka kerja 
sama daerah maupun untuk tujuan tertentu lainnya. 
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 
Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dalam 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 295 ayat (1) 
tentang Pemerintahan Daerah bahwa seluruh pendapatan 
daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, 
yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
3) Prinsip-Prinsip Keuangan Daerah 
Dengan penetapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diharapkan struktur APBD lebih baik, 
iklim investasi di daerah menjadi lebih kondusif karena berbagai peraturan 
daerah tentang pungutan daerah yang membebani masyarakat secara 
berlebihan dapat dihindari, serta memberikan kepastian hukum bagi 
semua pihak. 
Ada beberapa prinsip pajak daerah dan retribusi daerah yang 
digunakan dalam penyusunan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut: 
1) Pemberian kewenangan pemungutan pajak daerah dan retribusi 
daerah tidak terlalu membebani rakyat dan relatif netral 
terhadap fiskal nasional. 
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2) Jenis pajak dan retribusi yang dapat dipungut oleh daerah 
hanya yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 
3) Pemberian kewenangan kepada daerah untuk menetapkan tarif 
pajak daerah dalam batas tarif minimum dan maksimum yang 
ditetapkan dalam Undang-Undang. 
4) Pemerintah daerah dapat tidak memungut jenis pajak dan 
retribusi yang tercantum dalam undang-undang sesuai 
kebijakan pemerintahan daerah. 
5) Pengawasan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah 
dilakukan secara preventif dan korektif. Rancangan peraturan 
daerah yang mengatur pajak dan retribusi harus mendapat 
persetujuan pemerintah pusat sebelum ditetapkan menjadi 
peraturan daerah.9 
Mardiasmo menyatakan bahwa terdapat lima prinsip keuangan 
daerah yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah 
meliputi: 
1) Akuntabilitas, mensyaratkan bahwa dalam mengambil suatu 
keputusan hendaknya berperilaku sesuai dengan mandat yang 
diterimanya. Kebijakan yang dihasilkan harus dapat diakses dan 
dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal dengan 
baik. 
                                                          




2) Value for money, prinsip ini dioperasionalkan dalam 
pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah dengan 
ekonomis, efektif, dan efisien. 
3) Kejujuran dalam mengelola keuangan publik, dalam 
pengelolaan keuangan daerah harus dipercayakan kepada 
pegawai yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, 
sehingga potensi munculnya praktek korupsi dapat 
diminimalkan. 
4) Transparansi, merupakan keterbukaan pemerintah dalam 
membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat 
diketahui dan diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD) maupun masyarakat. 
5) Pengendalian, dalam pengelolaan keuangan daerah perlu 
dilakukan monitoring terhadap penerimaan maupun 
pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD), sehingga bila terjadi selisih dapat dengan segera dicari 
penyebab timbulnya selisih.10  
Adapun prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah menurut Nick 
Devas adalah sebagai berikut: 
1) Tanggung Jawab (Accountability) 
Pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan 
keuangannya kepada lembaga atau orang yang berkepentingan 
                                                          
10 Mardiasmo. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Andi. Yogyakarta. 2001. Hal.121 
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yang sah. Lembaga atau orang itu termasuk pemerintah pusat, 
DPRD, kepala daerah dan masyarakat umum. Adapun unsur-
unsur pentng dalam tanggung jawab mencakup keabsahan 
yaitu tata cara yang efektif untuk menjaga kekayaan keuangan 
dan barang serta mencegah terjadinya penghamburan dan 
penyelewengan dan memastikan semua pendapatannya yang 
sah dan benar-benar teroungut jelas sumbernya dan tepat 
penggunaannya. 
2) Mampu memenuhi kewajiban keuangan 
Keuangan daerah harus ditata dan dikelola sedemikian rupa 
sehingga mampu melunasi semua kewajiban atau ikatan 
keuangan baik jangka pendek, jangka panjang maupun 
pinjaman jangka panjang yang telah ditentukan. 
3). Kejujuran 
Hal-hal yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah pada    
prinsipnya harus diserahkan kepada pegawai yang betul-betul  
jujur dan dapat dipercaya. 
4) Hasil guna dan daya guna 
Merupakan tata cara mengurus keuangan daerah harus 
sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat 
direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan 
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pemerintah daerah dengan biaya yang serendah-rendahnya dan 
dalam waktu yang secepat-cepatnya. 
5) Pengendalian 
Para aparat pengelola keuangan daerah, DPRD dan petugas 
pengawasan harus melakukan pengendalian agar semua tujuan 
tersebut dapat tercapai.11   
4) Dasar Hukum Keuangan Daerah 
Pengaturan di bidang keuangan daerah Pasal 79 Undang-Undang 
Nomor  22 Tahun1999 tentang Pemerintahan Daerah memuat ketentuan 
bahwa pajak daerah adalah salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. 
Ketentuan Pasal 82 menegaskan bahwa Pajak dan retribusi daerah 
ditetapkan dengan Undang-Undang, penentuan tarif dan tata cara 
pemungutan pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  
Berbeda dengan Undang-Undang Nomor  5 Tahun 1974 tentang 
Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah yang memberikan ketentuan 
tambahan di dalam Pasal 58 yang secara garis besar menegaskan bahwa 
Peraturan Daerah pajak daerah berlaku sesudah ada pengesahan pejabat 
yang berwenang, maka di dalam ketentuan Undang-Undang 22 tahun 
1999 tentang Pemerintahan Daerah batasan seperti itu tidak ditemukan. 
Ketentuan Pasal 82 menegaskan bahwa Pajak dan Retribusi Daerah 
ditetapkan dengan Undang-Undang dan penentuan tarif dan tata cara 
                                                          
11 Nick Devas et.al. Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Universitas Indonesia. Jakarta. 
1989. Hal. 279-280 
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pemungutan pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bunyi pasal 
tersebut terkesan bahwa secara normatif ada keleluasaan bagi daerah 
untuk melakukan pemungutan pajak daerah.  
Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 
Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Perubahan 
kebijakan yang mendasar tercantum di dalam Pasal 2 ayat (2) yang 
menyebutkan bahwa dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan jenis 
pajak Kabupaten/Kota selain yang ditetapkan dalam ayat (2). Perubahan 
mendasar dapat diketahui dengan adanya amanat untuk adanya jenis 
perda baru pada masa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus dalam bentuk Peraturan 
Pemerintah, namun dalam perubahannya baru dapat dikeluarkan cukup 
dengan Peraturan Daerah. Kebijakan perpajakan daerah pada tahun 2000 
ini dapat dikatakan searah dan sejalan dengan arah kebijakan 
penyelenggaraan pemerintahan di bidang keuangan daerah sebagaimana 
tertuang dalam Undang-Undang Nomor  22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah.  
Kebijakan baru yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu, adanya 
penambahan 4 jenis pajak daerah yaitu 1 jenis pajak provinsi dan 3 jenis 
pajak kabupaten/kota. Secara keseluruhan dengan adanya penambahan 
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tersebut maka terdapat 16 jenis pajak daerah, yaitu 5 jenis pajak provinsi 
dan 11 jenis pajak kabupaten/kota. Jenis pajak provinsi yang baru adalah 
Pajak Rokok, sedangkan 3 jenis pajak kabupaten/kota yang baru adalah 
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak 
atas Tanah dan Bangunan, dan Pajak Sarang Burung Walet. Untuk 
kabupaten/kota ada penambahan 1 jenis pajak yaitu Pajak Air Tanah yang 
sebelumnya merupakan pajak provinsi. 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah di dalamnya mengandung materi muatan yang sifatnya 
korektif terhadap Undang-Undang Pajak Daerah sebelumnya. Jika 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 34 
Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberi 
keluasaan untuk adanya jenis pajak daerah baru, maka Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara 
tegas telah menutup peluang tersebut. Dalam Undang-Undang Pajak 
Daerah lama, tidak ada ketegasan sanksi bagi daerah yang berspekulasi 
tetap menerapkan pajak daerah meski Peraturan Daerah telah dibatalkan, 
maka di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah terhadap pelanggaran ketentuan Undang-
Undang pajak, maka akan terkena sanksi.12 
Pemberlakuan undang-undang baru mengenai pemerintahan 
daerah yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
                                                          
12 http://dokumen.tips/documents/dasar-hukum-pengelolaan-keuangan-daerah. Diakses pada 
tanggal 26 Februari 2017 pukul 10.30 wita. 
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Pemerintahan Daerah, urusan-urusan pemerintahan antara pemerintah 
pusat dan pemerintah daerah menjadi semakin jelas. Apabila dana 
perimbangan yang menjadi sumber keuangan daerah seperti tercantum 
dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah dikaitkan dengan urusan-urusan pemerintahan dalam Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka 
dapat diketahui bahwa urusan-urusan pemerintahan daerah yang didanai 
oleh salah satu jenis dana perimbangan yaitu dana alokasi umum. 
Sekalipun dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah besarnya kewenangan yang 
diserahkan kepada daerah terkait dengan penyerahan sumber-sumber 
keuangan oleh pemerintah pusat kepada daerah yang tercermin dalam 
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan urusan pemerintah daerah 
semakin jelas, namun di masa sekarang ini, Undang-Undang Nomor 33 
Tahun 2004 sudah tidak relevan lagi untuk dilaksanakan. Hal ini 
disebabkan karena selain tidak terlibatnya DPD dalam pembahasan 
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang mengakibatkan kurang 
terakomodirnya kepentingan-kepentingan daerah dalam undang-undang 
tersebut juga karena terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam 
pengelolaan hubungan keuangan pusat-daerah yaitu antara lain: 
1) Transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada 
pemerintahan daerah saat ini selalu dianggap sebagai bagian dari 
belanja pemerintah pusat. Hal ini perlu diperbaiki oleh karena 
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transfer dari pemerintah pusat ke pemerintahan daerah. Hal ini 
akan membawa perubahan dalam prinsip pertanggungjawaban dan 
pelaporan keuangan negara. 
2)  Saat ini, diperlukan suatu grand design atas desentralisasi fiskal 
Indonesia. Desentralisasi fiskal diarahkan untuk mewujudkan 
alokasi sumber daya nasional yang efisien melalui hubungan 
keuangan pusat dan daerah yang transparan dan akuntabilitas. 
3) Perimbangan keuangan belum mencerminkan prinsip money follow 
function. Kebijakan perimbangan keuangan yang seharusnya 
mengikuti pembagian urusan, dengan proporsi saat ini belum 
sepenuhnya menggambarkan prinsip money follow function. Dari 
sisi prosedur kelembagaan, salah satu penyebabnya adalah antara 
pembagian urusan dengan perimbangan keuangan diatur dalam 
kedua Undang-undang terpisah. Prinsip money follow function ini 
harus dilaksanakan secara konsisten sehingga kewenangan harus 
ditetapkan lebih dahulu baru kemudian menetapkan dan 
mentransfer dana yang diperlukan.13  
4) Perubahan cara pemberian bantuan dana dari pemerintah pusat 
kepada daerah dengan formula dana alokasi umum (DAU) telah 
menimbulkan beberapa persoalan yakni adanya perbedaan 
persepsi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah 
mengenai tujuan DAU, pemerintah pusat melihat bahwa DAU 
                                                          
13 Muhammad Fauzan. Hukum Pemerintahan Daerah. UII Press. Yogyakarta. 2006. Hal.298 
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sebagai salah satu mekanisme pemerataan kemampuan keuangan 
antara pusat dan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang 
Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, sementara di 
pihak lain pemerintah daerah melihatnya sebagai alat utama untuk 
mendukung proses penyediaan dana dalam rangka pelaksanaan 
program-program pemerintahan dan pembangunan sebagaimana 
telah ditetapkan dalam APBD.14 Hal ini menimbulkan tidak adanya 
keterkaitan dalam penggunaan DAU antara pusat dan daerah. 
5) Ketidakadilan dalam pembagian DAU. Selain daerah yang 
mengalami kekurangan atas pembagian alokasi DAU, ternyata 
dalam praktiknya terdapat beberapa daerah yang justru mengalami 
kelebihan pembagian DAU.  
6) Kurang transparannya pemerintah pusat dalam membagi DAU ke 
daerah. 
Selain beberapa hal yang disebutkan diatas didalam Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah 
mengalami beberapa perubahan terkait dengan  dana tranfer pemerintah 
Pusat diantaranya: 
a. Dana bagi hasil 
Dana bagi hasil dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah mengalami penambahan diantarannya 
sumber dana dari cukai, sumber dana dari pajak telah dihapus bea 
                                                          
14 Ibid. Hal.296 
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Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).  Lahirnya Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah yang mengalihkan sumber dana dari pajak ini menjadi pajak 
daerah, juga berimplikasi pada pertentangan perimbangan keuangan yang 
masih memasukan komponen ini. Dengan kata lain, Undang-Undang 
Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sudah tidak sesuai 
lagi dengan pekermbangan saat ini. 
b. Dana Perimbangan 
Dalam perkembangannya, sejak tahun 2008 semakin banyak dana 
perimbangan yang tidak sesuai dengan asas dana perimbangan seperti  
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, dana 
penyesuaian infrastruktur, tambahan tunjangan penghasilan guru, dana 
insentif daerah dan dana lainnya. Dana-dana ini dikhawatirkan dapat 
mengacaukan ketiga asas dana perimbangan yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat 
Daerah. Selanjutnya ada penambahan alokasi dana perimbangan Daerah 
Provinsi yang Berciri Kepulauan, Pemerintah Pusat dalam menyusun 
perencanaan pembangunan dan menetapkan kebijakan Dana Alokasi 
Umum dan Dana Alokasi Khusus harus memperhatikan Daerah Provinsi 
yang Berciri Kepulauan.15 
C. Pendapatan Asli Daerah 
                                                          
15 Pasal 29 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
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1) Pengertian Pendapatan Asli Daerah 
Pendapatan Asli Daerah merupakan Pendapatan Daerah yang 
bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil 
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan 
asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasan 
kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi 
daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. 
Dalam upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 
hendaknya langkah-langkah berikut perlu diperhatikan: 
a. Intensifkan Pemungutan Pajak Daerah 
Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi 
atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang 
seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk 
membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan 
pembangunan daerah. Kebijakan pemerintah tercermin dalam 
kebijakan pajak, baik dari sisi penarikan maupun belanja 
pemerintah. Sebagai kebijakan yang penting, instrumen kebijakan 
pajak daerah seyogianya melibatkan publik yang diwakili oleh 
DPRD. Dengan demikian, kebijakan  intensifikasi pajak selalu 
berada dalam kontrol publik. Karena fungsi yang sangat strategis 
dan prosesnya yang memungkinkan ada kontrol publik maka 
intensifikasi pendapatan dari sektor pajak merupakan langkah yang 
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dapat dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan 
pendapatan asli daerah. 
b. Retribusi Diarahkan pada Pelayanan Pemerintah yang Bersifat 
Final dan Bukan pada Pelayanan yang Sifatnya Sementara 
Secara normatif retribusi adalah pungutan daerah sebagai 
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus 
disediakan atau dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk 
kepentingan orang pribadi atau badan. Yang harus diperhatikan 
adalah bahwa tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah 
daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa 
tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan 
objek retribusi. Jasa tertentu dikelompokkan kedalam tiga 
golongan, yaitu jasa umum, jasa usaha, perizinan tertentu. 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah juga menegaskan mengingat bahwa fungsi 
perizinan dimaksudkan untuk mengadakan pembinaan, 
pengaturan, pengendalian, dan pengawasan maka pada dasarnya 
pemberian izin oleh pemeritah daerah tidak harus dipungut 
retribusi. Akan tetapi, untuk melaksanakan fungsi tersebut, 
pemerintah daerah mungkin masih mengalami kekurangan biaya 
yang tidak selalu dapat dicukupi dari sumber-sumber penerimaan 
daerah, sehingga terhadap perizinan tertentu masih dipungut 
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retribusi. Retribusi perizinan hanya dapat dilakukan bila pemerintah 
ternyata tidak memiliki alternatif sumber pendapatan lain. 
c. Tingkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah 
Untuk meningkatkan atau mengadakan pungutan pajak dan 
retribusi. Akan tetapi, banyak diantara masyarakat yang belum 
paham bagaimana dan rasionalitas apa yang digunakan  
pemerintah  untuk mengalokasikan pajak dan retribusi daerah.  
Sampai saat ini pemerintah belum melakukan tindakan berarti 
dalam peningkatan tenaga kerja, sementara pendaatan dari sektor 
ini cukup signifikan. Beberapa pengusaha dan serikat pekerja yang 
diwawancarai menyatakan bahwa seandainya pemerintah 
transparan dan dapat menjelaskan dana retribusi yang mereka 
serahkan maka mereka sebenarnya tidak akan keberatan dengan 
retribusi yang ditawarkan.16 
2) Pengertian Pajak Daerah 
Pajak daerah sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah 
diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan 
penyelenggaraan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa 
yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada 
                                                          




daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 
memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan 
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
Pajak daerah adalah pajak yang diadakan oleh pemerintah daerah 
serta penagihannya dilakukan oleh pejabat pajak yang ditugasi mengelola 
pajak-pajak daerah. Objek pajak daerah terbatas jumlahnya karena objek 
yang telah menjadi objek pajak pusat tidak boleh digunakan oleh daerah. 
Lapangan pajak daerah adalah lapangan pajak yang belum digunakan 
oleh pemerintah pusat agar tidak terjadi pajak  ganda nasional yang dapat 
memberatkan wajib pajak. Dengan demikian, penentuan objek pajak 
daerah harus diperhatikan terlebih dahulu objek pajak pusat sehingga 
dapat berjalan seiring dengan pajak pusat.17 
Ada beberapa kriteria pajak daerah, yaitu: 
a. Bersifat pajak dan bukan retribusi; 
b. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah 
kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai moblitas cukup 
rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah 
kabupaten/kota yang bersangkutan; 
c. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan 
kepentingan umum; 
                                                          
17 Muhammad Dajafar Saidi. Pembaruan Hukum Pajak Edisi Terbaru. PT RajaGrafindo Persada. 
Jakarta. 2014. Hal.26 
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d. Potensinya memadai. Hasil penerimaan pajak harus lebih besar 
dari biaya pemungutan; 
e. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif. Pajak tidak 
mengganggu alokasi sumber-sumber ekonomi dan tidak merintangi 
arus sumber daya ekonomi antar daerah maupun kegiatan ekspor-
ekspor; 
f. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat serta;  
g. Menjaga kelestarian lingkungan, yang berarti bahwa pengenaan 
pajak tidak memberikan peluang kepada pemerintah atau 
masyarakat luas untuk merusak lingkungan. 18 
Penggolongan pajak daerah telah bersifat final, Undang-Undang 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menganut prinsip tertutup karena 
daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak daerah. Dalam arti, 
daerah tidak boleh mengadakan pajak daerah yang tidak sesuai dengan 
jenis-jenis pajak daerah yang dimaksud. Ketika daerah mengupayakan 
pajak daerah yang tidak dikenal dalam Undang-Undang Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dalam bentuk Peraturan Daerah, berarti suatu 
perbuatan hukum yang tidak sah. Konsekuen si hukum yang timbul adalah 
peraturan daerah tentang pajak daerah itu batal demi hukum, berarti dari 
semula tidak pernah ada.19 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah, daerah Provinsi dan Kabupaten diberi 
                                                          
18 Marihot p. Siahaan. Op.Cit. Hal. 44-45 
19 Muhammad Djafar Saidi. Op. Cit. Hal. 27 
42 
 
kewenangan untuk menetapkan jenis pajak sebagai sumber keuangan. 
Jenis-jenis pajak daerah tersebut adalah sebagai berikut : 
a. Jenis Pajak Provinsi 
1) Pajak Kendaraan Bermotor; 
2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 
3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 
4) Pajak Air Permukaan; dan 
5) Pajak Rokok. 
b. Jenis Pajak Kabupaten/Kota 
1) Pajak Hotel; 
2) Pajak Restoran; 
3) Pajak Hiburan; 
4) Pajak Reklame; 
5) Pajak Penerangan Jalan; 
6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 
7) Pajak Parkir; 
8) Pajak Air Tanah; 
9) Pajak Sarang Burung Walet; 
10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 
11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 
Dengan demikian, Jenis-jenis pajak di atas merupakan salah satu 
dari beberapa sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang nantinya 
digunakan untuk pembayaran dan pembangunan daerah. Setiap jenis 
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pajak dapat dipungut oleh pemerintah daerah kepada tiap pribadi atau 
badan tanpa adanya imbalan secara langsung, maksudnya yaitu iuran 
yang dibayarkan oleh wajib pajak tidak secara langsung dapat dinikmati 
namun digunakan untuk kepentingan bersama yang sifatnya lebih umum.  
Kemudian, perlunya memahami mengenai wajib pajak untuk pajak 
negara maupun wajib pajak untuk pajak daerah, dimana struktur wajib 
pajak sebagai subjek hukum pajak terdiri dari :20 
1. Orang pribadi; 
2. Badan yang tidak berbadan hukum; 
3. Badan yang berbadan hukum perdata; 
4. Badan yang berbadan hukum publik. 
Selanjutnya berkenaan dengan hal tersebut, fungsi wajib pajak 
sebagai subjek hukum pajak sebagai berikut : 
1. Pembayar pajak 
2. Pemotong pajak 
3. Pemungut pajak 
Pajak merupakan beban yang harus dibayar oleh wajib pajak tanpa 
ada imbalan jasa yang sesuai dengan apa yang mereka bayarkan. Dari 
hasil pemungutan pajak tersebut maka menjadi kewenangan bagi daerah 
untuk mengelolanya karena hal tersebut merupakan keleluasaan 
                                                          





pemerintah daerah, jadi dari perpajakan ini pemerintah daerah dapat 
menetapkan dan mengendalikan tarif pajak yang ada di daerahnya. 
3) Pengertian Retribusi Daerah 
Salah satu sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah 
Retribusi Daerah. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi daerah adalah 
pungutuan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin 
tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah 
daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah 
memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 
a. Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah. 
b. Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan 
kepada  daerah yang secara langsung dapat ditunjuk. 
c. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan jasa 
yang disediakan pemerintah daerah  
Adapun jenis-jenis Retribusi daerah sebagai berikut : 
a. Retribusi jasa umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediaan 
oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan 
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau 
badan. 
b. Retribusi jasa usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan 
oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial 
karena pada dasarnya dapat disediakan oleh sektor swasta. 
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c. Retribusi perizinan tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu 
pemerintah daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang 
pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, 
pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan 
pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, 
sarana, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi 
kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.  
Berdasarkan jenisnya, retribusi daerah tersebut adalah sebagai 
berikut: 
a. Jenis Retribusi Jasa Umum : 
1) Retribusi Pelayanan Kesehatan; 
2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; 
3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk 
dan Akta Catatan Sipil; 
4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; 
5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; 
6) Retribusi Pelayanan Pasar; 
7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; 
8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; 
9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; 
10) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; 
11) Retribusi Pengolahan Limbah Cair; 
12) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; 
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13) Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan 
14) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. 
b. Jenis Retribusi Jasa Usaha : 
1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; 
2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; 
3) Retribusi Tempat Pelelangan; 
4) Retribusi Terminal; 
5) Retribusi Tempat Khusus Parkir; 
6) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa; 
7) Retribusi Rumah Potong Hewan; 
8) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; 
9) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; 
10) Retribusi Penyeberangan di Air; dan 
11) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. 
c. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu : 
1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; 
2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; 
3) Retribusi Izin Gangguan; 
4) Retribusi Izin Trayek; dan 
5) Retribusi Izin Usaha Perikanan. 
 Ketentuan secara lengkap mengenai objek dan subjek retribusi 
telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang 
Retribusi Daerah, sehingga kewenangan daerah dalam pemungutan 
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retribusi hanya ada pada penetapan tarif dan sasaran pengenaan 
retribusi. 
Dari setiap pungutan retribusi yang dikenakan kepada wajib 
retribusi akan digunakan untuk meningkatkan pembangunan dan yang 
paling utama adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. 
Retribusi daerah yang merupakan jenis pungutan yang langsung dipungut 
oleh daerah ini mewajibkan bagi tiap wajib retribusi untuk membayar 
sesuai dengan tarif yang ditentukan karena dengan tarif tersebut maka 
setiap pengguna jasa atau wajib retribusi akan mendapatkan pelayanan 
yang secara langsung dapat dirasakan. 
Dalam pelaksanaannya besarnya retribusi yang harus dibayar oleh 
pribadi atau badan dihitung dari perkalian antara tingkat penggunaan jasa 
dan tarif retribusi. Besarnya retribusi terutang dihitung berdasarkan tingkat 
penggunaan jasa dan tarif retribusi. Tingkat penggunaan jasa dapat 
dinyatakan sebagai kualitas penggunaan jasa sebagai dasar alokasi 
beban biaya yang dipikul daerah dan penyelenggaraan jasa yang 
bersangkutan. Tarif retribusi adalah nilai rupiah atau prosentase tertentu 
yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terutang. 
 Dengan demikian, prinsip dan saran dalam menetapkan tarif 
retribusi jasa umum didasarkan pada kebijakan daerah dengan 
memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan 
masyarakat, dan aspek keadilan. Dalam retribusi jasa usaha didasarkan 
pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana 
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keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang 
beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Sedangkan 
dalam retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup 
sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin bagi yang 
bersangkutan. 
Berdasarkan uraian diatas, maka retribusi izin mendirikan 
bangunan termasuk dalam jenis retribusi perizinan tertentu karena bersifat 
bukan pajak dan merupakan kewenangan daerah dalam rangka 
pelaksanaan desentralisasi, artinya retribusi izin mendirikan bangunan 
dapat menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.  
4) Dasar Hukum Pajak dan Retribusi Daerah 
Setiap jenis pajak dan retribusi daerah yang diberlakukan di 
Indonesia harus berdasarkan dasar hukum yang kuat untuk menjamin 
kelancaran pengenaan dan pemungutannya. Hal ini juga berlaku untuk 
pajak daerah.  
Pasal 23 huruf a Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa pajak dan pungutan lain 
yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur  dengan Undang-
Undang. Pelaksanaan amanat Pasal 23 huruf a Undang-Undang Dasar 
dimuat didalam Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah di Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 
Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
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dan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa sumber pendapatan 
daerah terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, 
dan lain-lain pendapatan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah 
pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan 
daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu hasil pajak 
daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 
dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah. Jelas tersurat bahwa dalam 
rangka pelaksanaan otonomi daerah, maka daerah diberi keleluasaan 
untuk menggali potensi yang dimilikinya dan salah satu potensi tersebut 
adalah pajak daerah, atau dengan kata lain pajak daerah adalah salah 
satu sumber pemasukan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi 
daerah. 
Mendasarkan pada amanat Pasal 23 huruf a Undang-Undang 
Dasar tersebut di atas maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang 
tentang Pajak Daerah. Beberapa Undang-Undang Pajak Daerah yang 
pernah diberlakukan semenjak masa Orde Baru adalah Undang-Undang 
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang 
diundangkan pada tanggal 23 Mei 1997 yang kemudian diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yaitu Undang-Undang tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 
1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah yang kemudian dicabut 
dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah. 
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Memasuki era reformasi pemerintahan pada tahun 1998 yang 
ditandai dengan tumbangnya rezim orde baru, maka ketentuan tentang 
pajak daerah juga mengalami perubahan yaitu dengan diubahnya 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah menjadi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kepada daerah (Pemerintahan 
Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota), diberi keleluasaan untuk berkreasi 
dan memungut jenis pajak daerah baru sepanjang belum dipungut oleh 
tingkatan pemerintahan lainnya. Kebijakan desentralisasi membawa 
konsekuensi daerah mempunyai kebebasan untuk mengatur dan 
mengurus sendiri dengan pengawasan dari Pemerintah Pusat atau satuan 
pemerintahan yang lebih tinggi tingkatannya dari daerahyang 
bersangkutan. Adanya pengawasan dari Pusat, maka kebebasan yang 
dimiliki oleh daerah tidak mengandung arti adanya kemerdekaan, apalagi 
jika dikaitkan bahwa Indonesia adalahnegara hukum, maka segala 
kebijakan harus mendasarkan pada aturan hukum yang berlaku.21 
Tahun 2009 pemerintah pusat melakukan amandemen peraturan 
perpajakan daerah yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 
28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang 
mencabut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah. Dalam Undang-Undang Pajak daerah yang baru ini 
ternyata pemerintah pusat menerapkan kebijakan yang berbeda terhadap 
                                                          
21 Philipus M. Hadjon et.al. Op.Cit. H al. 79 
51 
 
pajak sebagaimana tertuang di dalam Pasal 2 ayat (2) tentang jenis pajak 
kabupaten/kota dan ayat (3), yang mencantumkan secara tegas kepada 
kabupaten/kota untuk tidak memungut jenis pajak diluar yang sudah 
ditentukan didalam ayat (2). Senada dengan materi pasal tersebut diatas 
tercantum di dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa 
Pemerintahan daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan 
lain diluar yang telah ditetapkan Undang-Undang. 
Pemberlakuan undang-undang baru mengenai pemerintahan 
daerah yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, urusan-urusan pemerintahan antara pemerintah 
pusat dan pemerintah daerah menjadi semakin jelas. Apabila dana 
perimbangan yang menjadi sumber keuangan daerah seperti tercantum 
dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dikaitkan dengan urusan-
urusan pemerintahan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, 
maka dapat diketahui bahwa urusan-urusan pemerintahan daerah yang 
didanai oleh salah satu jenis dana perimbangan yaitu dana alokasi umum 
ialah diantaranya urusan pemerintahan konkuren baik itu urusan wajib 
maupun pilihan seperti urusan di bidang pendidikan, kesehatan, tenaga 
kerja, pertanahan, dan urusan-urusan lainnya yang diserahkan ke daerah, 




Yang menjadi dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi 
di Indonesia adalah sebagai berikut: 
1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah, yang diundangkan di Jakarta dan mulai 
berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 23 Mei 1997. 
2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah, yang diundangkan di Jakarta dan mulai 
berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 20 Desember 2000. 
3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, 
yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan, yaitu 15 Oktober 2004. 
4)  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah, yang diundangkan di Jakarta dan mulai 
berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 15 September 2009. 
5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah, yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada 
tanggal diundangkan, yaitu 30 September 2014. 
6) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak 
Daerah, yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada 
tanggal diundangkan, yaitu 4 Juli 1997. 
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7) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi 
Daerah, yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada 
tanggal diundangkan, yaitu 4 Juli 1997 
8) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak 
Daerah, yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada 
tanggal diundangkan, yaitu 13 September 2001. 
9) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 
Daerah, yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada 
tanggal diundangkan, yaitu 13 September 2001. 
10) Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Dalam Negeri, 
Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Daerah Provinsi, dan 
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di bidang Pajak Daerah. 
11) Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Dalam Negeri, 
Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Daerah Provinsi, dan 
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di bidang Retribusi Daerah.22 
D. Izin Mendirikan Bangunan 
1) Pengertian Izin 
Izin (vergunning) adalah suatu persetujuan dari penguasa 
berdasarkan undang-undang atau perayuran pemerintah untuk dalam 
keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan 
                                                          
22 Marihot P. Siahaan. Op. Cit. Hal. 39-40 
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peraturan perundang-undangan. Izin dapat juga diartikan sebagai 
dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.23 
 W.F Prins mendefinisikan izin yaitu biasanya yang menjadi 
persoalan bukan perbuatan yang berbahaya bagi umum, yang pada 
dasarnya harus dilarang, melainkan bermacam-macam usaha yang pada 
hakekatnya tidak berbahaya, tapi berhubung dengan satu dan lain sebab 
dianggap baik untuk diawasi oleh administrasi Negara.24 
 Izin disini dimaksudkan sebagai hal yang bisa memberikan 
kontribusi positif terhadap efektivitas ekonomi terutama dalam upaya 
menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendorong laju investasi. 
Suatu izin yang diberikan pemerintah memiliki maksud untuk menciptakan 
kondisi yang aman dan tertib agar setiap kegiatan sesuai dengan 
peruntukkannya. Disisi lain tujuan dari perizinan bagi pemerintah 
seringkali dihubungkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena 
pendapatan merupakan hal yang penting dalam kerangka mewujudkan 
otonomi daerah. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa izin 
merupakan perangkat hukum administrasi yang digunakan pemerintah 
untuk mengendalikan warganya agar berjalan dengan teratur.  Sejalan 
dengan itu, landasan prinsip perizinan dapat dikemukakan sebagai 
berikut: 
a) Unsur-Unsur perizinan 
                                                          
23 Adrian Sutedi. Op.Cit. Hal. 167 
24 W.F Prins-R. Kosim Adisapoetra. Pengantar Hukum Ilmu Administrasi Negara. Pradnya 




Dalam negara hukum modern, pemerintah diberikan wewenang 
dalam bidang pengaturan, yang dari fungsi pengaturan ini muncul 
beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan 
konkret yaitu dalam bentuk keputusan. Salah satu wujud dari keputusan 
ini adalah izin. Berdasarkan jenis-jenis keputusan, izin termasuk sebagai 
keputusan yang bersifat konstitutif, yakni keputusan yang yang 
menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang 
yang namanya tercantum dalam keputusan itu, atau keputusan yang 
memperkenankan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan. Dengan 
demikian, izin merupakan instrumen yuridis dalam bentuk keputusan yang 
bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi 
atau menetapkan peristiwa konkret.25  
2.Peraturan Perundang-undangan 
Pembuatan dan penerbitan keputusan izin merupakan tindakan 
hukum pemerintahan. Sebagai tindakan hukum, harus ada wewenang 
yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau harus 
berdasarkan pada asas legalitas. Oleh karena itu, dalam hal membuat dan 
menerbitkan izin haruslah didasarkan pada wewenang yang diberikan 
oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena tanpa adanya 
dasar wewenang tersebut keputusan izin tersebut menjadi tidak sah.26 
3.Organ Pemerintah 
                                                          
25 Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. Rajawali Pers. Jakarta. 2013. Hal. 202 
26 Ibid. Hal. 203 
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Organ pemerintahan adalah organ yang menjalankan urusan 
pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah, yaitu mulai dari 
administrasi negara tertinggi (Presiden) sampai dengan administrasi 
negara terendah (Lurah) berwenang memberikan izin.27 
4.Peristiwa konkret 
Peristiwa konkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, 
orang tertentu, tempat tertentu, dan fakta hukum tertentu. Karena 
peristiwa konkret ini beragam, sejalan dengan keanekaragaman 
perkembangan masyarakat, maka izin pun memiliki berbagai keragaman.  
Izin yang jenisnya beragam itu dibuat dalam proses yang cara 
prosedurnya tergantung dari kewenangan pemberi izin, macam izin, dan 
struktur organisasi instansi yang menerbitkannya.28 
5.Prosedur dan persyaratan 
Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur 
tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Di samping 
harus menempuh prosedur tertentu, pemohon izin juga harus memenuhi 
persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh 
pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perzinan itu 
berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin.29 
b) Sifat Izin 
                                                          
27 Philipus M. Hadjon. Op.Cit Hal.11 
28 Ridwan HR. Op. Cit. Hal.206-207 
29 Adrian Sutedi. Op. Cit. Hal. 185 
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Pada dasarnya izin merupakan keputusan pejabat/badan tata 
usaha negara yang berwenang, yang isinya atau substansinya 
mempunyai sifat sebagai berikut: 
1. Izin bersifat bebas, adalah izin sebagai keputusan tata usaha 
negara yang penerbitannya tidak terikat pada aturan dan hukum 
tertulis serta organ yang berwenang dalam izin memiliki kadar 
kebebasan yang besar dalam memutuskan pemberian izin. 
2. Izin bersifat terikat, adalah izin sebagai keputusan tata usaha 
negara yang penerbitannya terikat pada aturan dan hukum tertulis 
dan tidak tertulis serta organ yang berwenang dalam izin kadar 
kebebasannya dan wewenangnya tergantung pada kadar sejauh 
mana peraturan perundang-undangan mengaturnya. Misalnya, dan 
izin yang bersifat terikat adalah IMB, izin HO, izin usaha industri, 
dan lain-lain. 
Pembedaan antara izin yang bersifat bebas dan terikat adalah 
penting dalam hal apakah izin bisa ditarik kembali/dicabut atau 
tidak. Pada dasarnya hanya izin sebagai keputusan TUN yang 
bebas yang dapat ditarik kembali/dicabut, hal itu karena tidak 
terdapat persyaratan-persyaratan yang mengikat dimana izin tidak 
dapat ditarik kembali/dicabut. 
Pada izin yang bersifat terikat, pembuat Undang-undang 
memformulasikan syarat-syarat dimana izin diberikan dan izin 
dapat ditarik kembali/dicabut. Hal penting dalam pembedaan di atas 
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adalah dalam hal menentukan kadar luasnyadasar pengujian oleh 
hakim Tata Usaha Negara apabila izin sebagai keputusan tersebut 
digugat. Pada wewenang menetapkan izin yang terikat, hakim 
relatif akan menguji lebih lengkap dibanding dengan wewenang 
yang bebas dalam menetapkan izin, sehingga bila banyak 
kebebasan yang dimiliki oleh organ pemerintahan dalam 
menetapkan izin, maka hakim akan membatasi diri pada pengujian 
ala kadarnya pada undang-undang dan asas-asas umum 
pemerintahan yang baik. 
3. Izin yang bersifat menguntungkan, merupakan izin yang isinya 
mempunyai sifat yang menguntungkan pada yang bersangkutan. 
Izin yang bersifat menguntungkan isi nyata keputusan merupakan 
titik pusat yang memberi anugerah kepada yang bersangkutan. 
Dalam arti, yang bersangkutan diberikan hak-hak atau pemenuhan 
tuntutan yang tidak akan ada tanpa keputusan tersebut. Misalnya, 
dari izin yang menguntungkan adalah SIM, SIUP, SITU, dan lain-
lain. 
4. Izin yang bersifat memberatkan, merupakan izin yang isinya 
mengandung unsur-unsur memberatkan dalam bentuk ketentuan-
ketentuan yang berkaitan kepadanya. Di samping itu, izin yang 
bersifat memberatkan merupakan pula izin yang memberi beban 
kepada orang lain atau masyarakat sekitarnya. Misalnya, 
pemberian izin kepada perusahaan tertentu. Bagi mereka yang 
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tinggal disekitarnya yang merasa dirugikan izin tersebut merupakan 
suatu beban. Pembedaan antara izin yang bersifat menguntungkan 
dengan izin yang bersifat memberatkanadalah penting dalam hal 
penarikan kembali/pencabutan dan perubahannya. Izin sebagai 
keputusan yang menguntungkan tidak begitu gampang dapat ditarik 
kembali atau diubah atas kerugian yang berkepentingan. Adapun 
penarikan kembali/pencabutan dan perubahan izin yang bersifat 
memberatkan biasanya tidak terlalu menjadi persoalan. 
5. Izin yang segera berakhir, merupakan izin yang menyangkut 
tindakan-tindakan yang akan segera berakhir atau izin yang 
berlakunya relatif pndek. Misalnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 
yang hanya berlaku untuk mendirikan bangunan dan berakhir saat 
bangunan selesai didirikan. 
6. Izin yang bersifat lama, merupakan izin yang menyangkut tindakan-
tindakan yang berakhirnya atau masa berlakunya relatif lama, 
misalnya izin usaha industri dan izin yang berhubungan dengan 
lingkungan. Pembedaan antara izin yang segera berakhir dengan 
izin yang berlangsung lama adalah penting dalam hal kemungkinan 
penarikan kembali dan masa berlakunya izin. Secara umum diakui 
bahwa setelah berlakunya tindakan-tindakan yang memerlukan izin 
seperti IMB berakhir, maka berakhirlah masa berlakunya izin 
tersebut. Di samping mengenai masa berlakunya izin, pembedaan 
diatas penting dalam hal penarikan kembali/pencabutan izin 
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manakala izin diberikan secara salah karena perbuatan tercela dari 
pemegang izin. 
7. Izin yang bersifat pribadi, merupakan izin yang isinya tergantung 
pada sifat atau kualitas pribadi dan pemohon izin. Misalnya, izin 
mengemudi (SIM) 
8. Izin yang bersifat kebendaan, merupakan izin yang isinya 
tergantung pada sifat dan objek izin misalnya izin HO, SITU, dan 
lain-lain.30   
c) Fungsi Izin 
Secara teoritis, perizinan memiliki beberapa fungsi sebagaimana 
dijelaskan berikut. 
1. Instrumen Rekayasa Pembangunan 
Pemerintah dapat membuat regulasi dan keputusan yang 
memberikan insentif bagi pertumbuhan sosial ekonomi. Demikian 
juga sebaliknya, regulasi dan keputusan tersebut dapat pula 
menjadi penghambat (sekaligus sumber korupsi) bagi 
pembangunan. 
Perizinan adalah instrumen yang manfaatnya ditentukan oleh 
tujuan dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Jika 
perizinan hanya dimaksudkan sebagai sumber daerah, maka hal ini 
tentu akan memberikan dampak negatif bagi pembangunan. Pada  
                                                          
30 Ibid. Hal. 173-175 
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sisi yang lain, jika prosedur perizinan dilakukan dengan cara-cara 
yang tidak transparan, tidak ada kepastian hukum, berbelit-belit, 
dan hanya bisa dilakukan dengan cara-cara yang tidak sehat, maka 
perizinan juga bisa menjadi penghambat bagi petumbuhan sosial 
ekonomi daerah. Dengan demikian, baik buruknya, tercapai atau 
tidaknya tujuan perizinan akan sangat ditentukan oleh prosedur 
yang ditetapkan dan dilaksanakan. Semakin mudah, cepat, dan 
transparan prosedur pemberian perizinan, maka semakin tinggi 
potensi perizinan menjadi instrumen rekayasa pembangunan. 
2.  Budgetering 
Perizinan memiliki fungsi keuangan (budgetering), yaitu 
menjadi sumber pendapatan negara. Pemberian lisensi dan izin 
kepada masyarakat dilakukan dengan kontraprestasi berupa 
retribusi perizinan. Karena negara mendapatkan kedaulatan dari 
rakyat, maka retribusi perizinan hanya bisa dilakukan melalui 
peraturan perundang-undangan. Penarikan retribusi perizinan 
hanya dibenarkan jika ada dasar hukum, yaitu undang-undang 
dan/atau peraturan daerah. Hal ini untuk menjamin bahwa hak-hak 
dasar masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah 
tidak terlukai karena penarikan retribusi perizinan yang sewenang-
wenang dan tidak memiliki dasar hukum. Pada sisi lainnya, melalui 
peraturan perundang-undangan pemerintah telah memperoleh 
mandat untuk menarik retribusi perizinan, maka masyarakat juga 
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tidak boleh menghindar untuk membayarnya. Hal itu karena 
retribusi perizinanjuga menjadi sumber pendapatan yang 
membiayai pelayanan-pelayanan perizinan lainnya yang harus 
diberikan pemerintah kepada masyarakatnya. Meskipun demikian, 
pemerintah harus memerhatikan aspek keberlangsungan dan 
kelestarian daya dukung pembangunan, serta pertumbuhan sosial 
ekonomi. Penetapan tarif retribusi perizinan tidak boleh melebihi 
kemampuan masyarakat untuk membayarnya. Sebaliknya, untuk 
beberapa aspek strategis yang terkait dengan daya dukung 
lingkungan dalam pembangunan, tarif retribusi perizinan tidak boleh 
juga terlalu murah dan mudah yang menyebabkan kerusakan 
lingkungan dan menurutnya daya dukung dan kelestarian 
lingkungan. 
3.  Reguleren 
Perizinan memiliki fungsi pengaturan (reguleren), yaitu 
menjadi instrumen pengaturan tindakan dan perilaku masyarakat. 
Sebagaimana juga dalam prinsip pemungutan pajak, maka 
perizinan dapat mengatur pilihan-pilihan tindakan dan perilaku 
masyarakat. Jika perizinan terkait dengan pengaturan untuk 
pengelolaan sumber daya alam, lingkungan, tata ruang, dan aspek 
strategis lainnya, maka prosedur dan syarat yang harus ditetapkan 
oleh peraturan perundang-undangan harus pula terkait dengan 
pertimbangan-pertimbangan strategis tersebut. Dengan demikian, 
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harus ada keterkaitan antara tujuan pemberian pelayanan perizinan 
dengan syarat-syarat ditetapkan. Di samping itu juga penetapan 
tarif terhadap perizinan harus memperhatikan tujuan dan fungsi 
pengaturan yang akan dicapai oleh perizinan tersebut.31  
d) Tujuan Izin 
Secara umum, tujuan dan fungsi perizinan adalah untuk 
pengendalian daripada aktifitas pemerintah dalam hal-hal tertentu di mana 
ketentuannya berisi pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan oleh 
baik yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang berwenang. Selain 
itu, tujuan perizinan itu dapat dilihat dari dua sisi yaitu: 
1. Dari Sisi Pemerintah 
Dari sisi pemerintah tujuan pemberian izin adalah sebagai 
berikut: 
a. Untuk melaksanakan peraturan 
Apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan 
tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau 
tidak dan sekaligus untuk mengatur ketertiban. 
b. Sebagai sumber pendapatan daerah 
Dengan adanya permintaan permohonan izin, maka secara 
langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena 
setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar 
retribusi terlebh dahulu. Semakin banyak pula pendapatan di 
                                                          
31 Ibid. Hal. 198-199 
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bidang retribusi tujuan akhirnya, yaitu untuk membiayai 
pembangunan. 
2. Dari sisi masyarakat 
Dari sisi masyarakat tujuan pemberian izin itu adalah 
sebagai berikut: 
a. Untuk adanya kepastian hukum. 
b. Untuk adanya kepastian hak. 
c. Untuk memudahkan mendapatkan fasilitas. Apabila 
bangunan yang didirikan telah mempunyai izin akan lebih 
mudah mendapat fasilitas.32 
Dengan mengikatkan tindakan-tindakan pada suatu sistem 
perizinan, pembuat undang-undang dapat mengejar berbagai tujuan dari 
izin, yaitu sebagai berikut: 
a. Keinginan mengarahkan/mengendalikan aktifitas-aktifitas 
tertentu, misalnya izin mendirikan bangunan, izin HO, dan 
lain-lain. 
b. Mencegah bahaya lingkungan, misalnya izin penebangan, 
izin usaha industri, dan lain-lain. 
c. Melindungi objek-objek tertentu, misalnya izin membongkar 
monumen-monumen, izin mencari/menemukan barang-
barang peninggalan terpendam, dan lain-lain. 
                                                          
32 Ibid. Hal. 200 
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d. Membagi benda-benda, lahan atau wilayah yang terbatas, 
misalnya izin menghuni di daerah padat penduduk (SIP), dan 
lain-lain. 
e. Mengarahkan/pengarahan dengan menggunakan seleksi 
terhadap orang dan aktifitas-aktifitas tertentu, misalnya izin 
bertransmigrasi, dan lain-lain.33 
2) Pengertian Izin Mendirikan Bangunan 
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 18 
Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan pengertian izin 
mendirikan bangunan adalah 
“Izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang 
pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan 
sehingga yang dimaksudkan agar desain dan pelaksanaan 
pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang 
berlaku, sesuai Koefisien Tinggi Lantai Dasar Bangunan 
(KTLDB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) yang 
ditetapkan dan agar bangunan sesuai dengan syarat-syarat 
keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.”  
 
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut 
Retribusi IMB adalah pembayaran atas pemberian izin mendirikan 
bangunan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan 
hukum termasuk menambah luas bangunan, tingkat/lantai bangunan, 
merehabilitasi bangunan, membongkar atau merobohkan bangunan 
serta merubah bentuk bangunan. 
Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian 
izin untuk mendirikan suatu bangunan. Pemberian izin meliputi 
                                                          
33 Spelt, N.M. dan J.B.J.M. ten Berge. Op.cit. Hal.4-5 
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kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan 
pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis 
bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memerhatikan 
koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), 
koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan 
bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi 
syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut. Tidak 
termasuk objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah izin untuk 
bangunan milik pemerintah atau pemerintah daerah.34  
Dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang 
Bangunan Gedung, telah ditentukan persyaratan administratif 
bangunan gedung, yakni: 
a. Status hak atas tanah dan/atau izin pemanfaatan dari 
pemegang hak atas tanah, 
b. Status kepemilikan bangunan gedung, 
c. Izin mendirikan bangunan gedung, 
d. Kepemilikan, dan pendataan bangunan gedung. 
Hal yang paling pokok dalam rangka pembinaan bangunan 
adalah bagaimana Pemerintah Daerah memberikan keringanan 
biaya izin mendirikan bangunan gedung baik untuk rumah tinggal 
maupun untuk bangunan fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas 
ekonomi masyarakat dalam satu lingkungan. 
                                                          
34 Marihot P. Siahaan. Op.Cit. Hal. 634-635 
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Pelaksanaan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan 
penyelenggaraan bangunan gedung di daerah juga didasarkan 
kepada peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan 
daerah. Agar upaya pembinaan tersebut dilaksanakan secara 
sistematis, konsisten, efektif, efisien, serta mampu mendukung tertib 
penyelenggaraan bangunan gedung dalam pembangunan nasional, 
diperlukan arahan mengenai penyelenggaraan pembinaan dan 
pembiayaan untuk pelaksanaan pembinaan bangunan gedung. 
Ada beberapa hal mengapa mendirikan bangunan itu 
mebutuhkan izin mendirikan bangunan (IMB), dan izin penggunaan 
bangunan (IPB). 
a. Agar tidak menimbulkan gugatan pihak lain setelah 
bangunan berdiri, untuk itu sebelum mendirikan bangunan 
harus ada kejelasan status tanah yang bersangkutan. Hal 
ini bisa dilihat dari keberadaan surat-surat tanah seerti 
sertifikat, surat kavling, fatwa tanah, dan tanah tersebut 
tidak dihuni orang lain. Ketidakjelasan pemilikan tanah 
akan merugikan baik pemilik tanah dan/atau pemilik 
bangunan. 
b. Lingkungan kota memerlukan penataan dengan baik dan 
teratur, indah, aman, tertib, dan nyaman. Untuk mencapai 
tujuan ini penataan bangunan dengan baik diharapkan 
tidak memberikan dampak negatif bagi lingkungannya. 
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Pelaksanaan pembangunan bangunan di perkotaan harus 
disesuaikan dengan rencana tata ruang kota. Karena itu, 
sebelum memperoleh izin mendirikan bangunan 
masyarakat harus memperoleh keterangan rencana kota 
terlebih dahulu. 
c. Pemberian izin mendirikan bangunanjuga dimaksudkan 
untuk menghindari bahaya secara fisik bagi penggunaan 
bangunan. Untuk maksud ini setiap pendirian bangunan 
memerlukan rencana pembangunan yang matang dan 
memenuhi standar/normalisasi teknis bangunan yang 
telah ditetapkan yang meliputi arsitektur, konstruksi, dan 
instalasinya termasuk instalasi kebakaran (sistem 
pencegahan dan penangguhan kebakaran). 
d. Pemantauan terhadap standar/normalisasi teknis 
bangunan melalui izin penggunaan bangunan diharapkan 
dapat mencegah bahaya yang mungkin ditimbulkan 
terutama pada saat konstruksi bagi lingkungan, tenaga 
kerja, masyarakat sekitar, maupun bagi calon pemakai 
bangunan. Dengan demikian, pembangunan yang 
dilakukan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan 
perencanaannya.35 
                                                          
35 Adrian Sutedi. Op. Cit. Hal. 230 
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 Dalam kaitannya dengan pelayanan publik, umumnya di dalam 
pelayanan izin mendirikan bangunan, masyarakat harus meluangkan 
waktu dan biaya yang tidak sedikit. Mengingat bahwa untuk mendapat 
pelayanan, tidak jarang mereka harus melakukannya ke beberapa instansi 
pemerintah yang seringkali lokasinya terpencar-pencar. Ditambah lagi 
dengan data-base masing-masing instansi umumnya berdiri sendiri (tidak 
on-line satu sama lain), diperlukan waktu yang cukup lama untuk 
menyelesaikan suatu proses perizinan. Kurang transparannya mekanisme 
dan biaya yang diperlukan untuk memproses suatu izin. 
Didalam penyelenggaraan izin mendirikan bangunan dengan 
adanya berbagai perkembangan dan tuntutan pada era globalisasi, 
kiranya perlu dilakukan pengevaluasian dan pengkajian. Beberapa 
pertimbangan yang mendasari perlunya kajian terhadap model IMB yang 
diharapkan sesuai dengan kebutuhan pada saat sekarang ini dengan 
mengikuti berbagai perkembangan dan perubahan yang terjadi, sehingga 
nantinya perlu dilakukan penyesuaian kembali. 
Dengan adanya berbagai penyimpangan pendirian bangunan yang 
tidak sesuai dengan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), telah 
menggambarkan kepada kita bahwa satu sisi banyak masyarakat yang 
belum menyadari akan manfaat dan kegunaan IMB, yakni segi keamanan, 
kenyamanan, lingkungan, dan keteraturan bangunan dalam suatu kota. Di 
sisi lain, aparat pemerintah belum menyadari bahwa tugas sebagai 
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pelayan yang diembannya adalah dalam rangka mewujudkan good 
governance dan akuntabilitas tempat ia bekerja.36 
3) Dasar Hukum Izin Mendirikan Bangunan 
 Bangunan gedung merupakan buah karya manusia yang dibuat 
untuk menunjang kebutuhan hidup manusia. Pada dasarnya setiap orang, 
badan atau institusi bebas untuk membangun bangunan gedung sesuai 
dengan kebutuhan, ketersediaan dana, bentuk konstruksi. Hanya saja 
mengingat mungkin saja pembangunan suatu gedung dapat mengganggu 
orang lain ataupun mungkin membahayakan kepentingan umum, tentunya 
pembangunan bangunan gedung harus diatur dan diawasi oleh 
pemerintah. Untuk itu diperlukan suatu aturan hukum yang dapat 
mengatur agar bangunan gedung dapat dibangun secara benar. 
Pengaturan mengenai bangunan gedung di Indonesia telah diatur 
dalam dasar hukum yang kuat yakni dalam bentuk undang-undang yang 
memiliki aturan pelaksanaan berupa peraturan pemerintah. Undang-
undang yang dimaksud antara lain: 
1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. 
2. Undang-Undang Nomor  26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 
Bangunan Gedung. 
                                                          
36 Ibid. Hal. 234. 
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4. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 18 Tahun 2007 
tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. 
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 2 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Perizinan Tertentu 
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2012 tentang 
Bangunan Gedung  
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 
sebagai aturan pelaksanaannya, pemerintah telah menerbitkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002. Undang-Undang Nomor  28 
Tahun 2002 tentang bangunan gedung, persyaratan bangunan gedung, 
penyelenggaraan bangunan gedung, termasuk hak dan kewajiban pemilik 
dan pengguna bangunan gedung pada setiap tahappenyelenggaraan 
bangunan gedung, ketentuan tentang peran masyarakat dan pembinaan 
oleh pemerintah, sanksi, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. 
Keseluruhan maksud dan tujuan pengaturan tersebut dilandasi oleh asas 
kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan dan keserasian bangunan 
gedung dengan lingkungannya, bagi kepentingan masyarakat yang 
berprikemanusiaan dan berkeadilan. 
 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 twntang 
Bangunan Gedung, persyaratan administratif penyelenggaraan bangunan 
gedung harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: 
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a. Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan 
administratif yang meliputi: 
1) status hak atas tanah, dan/ izin pemanfaatan dan pemegang hak 
atas tanah; 
2) status kepemilikan bangunan gedung; 
3) izin mendirikan bangunan gedung; dan 
4) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
b.  Setiap orang/badan hukum dapat memiliki bangunan gedung 
atau bagian bangunan gedung, 
c.  Pemerintah daerah wajib mendata bangunan gedung untuk 
keperluan tertib pembangunan dan pemanfaatan; 
d. Ketentuan mengenai izin mendirikan bangunan gedung, 
kepemilikan dan pendataan bangunan gedung sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Pemerintah. 
Sedangkan ketentuan mengenai kewajiban setiap orang/badan 
yang hendak mendirikan bangunan harus memiliki izin mendirikan 
bangunan adalah berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. 
E.  Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 
1. Pengertian Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 
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Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 18 
Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah 
pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan oleh Pemerintah 
Daerah kepada orang pribadi atau badan hukum termasuk menambah 
luas bangunan, tingkat atau lantai bangunan, merehabilitasi bangunan, 
membongkar atau merobohkan bangunan serta merubah bentuk 
bangunan.  
Izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk suatu 
pekerjaan mendirikan, merubah, merobohkan bangunan yang tertanam 
atau tertancap pada tanah yang dibangun dengan yang berbentuk ruang 
tertutup seluruhnya atau sebagian yang bersifat tertutup maupun yang 
bersifat sementara. 
2. Dasar Hukum Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 
Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang 
Bangunan Gedung Pasal 18 ayat (3) bahwa setiap orang sebelum 
mendirikan bangunan gedung di wilayah Kabupaten Kolaka diwajibkan 
mengajukan permohonan kepada Bupati untuk mendapatkan Surat Izin 
Mendirikan Bangunan, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 2 
Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu 
Izin Mendirikan Bangunan dimaksudkan untuk mengendalikan 
pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung di wilayah Kabupaten 
Kolaka, dengan tujuan terjaminnya keselamatan penghuni dan lingkungan 
serta tertib pembangunan.  
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3. Subyek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 2 Tahun 
2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Pasal 5 ayat (1) bahwa Subjek 
Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin 
Mendirikan Bangunan. 
Setiap orang pribadi atau badan hukum yang akan membangun, 
menambah luas bangunan, menambah tinngkat/lantai bangunan, 
merehabilitasi bangunan, membongkar atau merobohkan bangunan, 
merubah bentuk bangunan, merubah guna bangunan yang sesuai 
peruntukan lahan terlebih dahulu harus mendapat izin dari Dinas 
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 
Subyek retribusi sebagaimana dimaksud wajib membayar retribusi 
sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah.  
4. Obyek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 2 Tahun 
2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Pasal 4 ayat (1) bahwa “Objek 
Retribusi adalah pemberian Izin Mendirikan Bangunan termasuk rumah 
sangat sederhana”. 
Selanjutnya pada ayat (2) bahwa dikecualikan dari objek Retribusi 
adalah: 
a. Tempat peribadatan, sarana kepentingan sosial yang bersifat 
nirlaba, dan rumah sangat sederhana. 
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b. Bangun bangunan berupa: tiang bendera, pergola tanaman 
hias, bak sampah, shelter bis, sumur resapan dan instalasi 
pengolahan air limbah (IPAL). 
c. Bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah. 
5. Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 2 Tahun 
2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Paragraf 3 Prinsip Dan Sasaran 
Penetapan Besarnya Tarif 
Pasal 8 
(1) Prinsip penetapan tarif retribusi adalah untuk kegiatan 
administrasi, perencanaan Koefisien Luas Bangunan (KLB), 
Koefisien Lantai Bangunan (KLB), dan Koefisien Ketinggian 
Bangunan (KTB), survey lapangan, keterangan rencana kota, 
rencana tata letak bangunan, penelitian teknis, pengendalian 
pembangunan, pengendalian penggunaan bangunan dan 
kondisi bangunan serta pembinaan. 
(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan 
dilapangan, penegakan hukum, penata usahaan, dan biaya 
dampak negatif dari pemberian Izin Mendirikan Bangunan. 
Dan Paragraf 4 Struktur dan Besarnya Tarif 
Pasal 9 
(1) Tarif retribusi diukur berdasarkan harga per m2 
sebagaimana yang tercantum pada Lampiran I Peraturan 
Daerah ini dikalikan dengan faktor koefisien yang dijadikan 
dasar dalam mengukur tingkat penggunaan jasa pelayanan, 
pengendalian, dan pengawasan. 
(2) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) 
tahun sekali. 
(3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 





6. Tata Cara Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan 
Bangunan 
Prosedur pelayanan sampai pada penerimaan retribusi izin 
mendirikan bangunan di Kabupaten Kolaka adalah sebagai berikut: 
Pemohon melapor untuk melakukan pendaftaran pengurusan Izin 
Mendirikan Bangunan (IMB) melalui staff Kantor Dinas Pekerjaan Umum 
dan Penataan Ruang. Selanjutnya, staff yang disebut tim teknis lapangan 
melakukan peninjauan dan pengukuran lokasi untuk menentukan boleh 
atau tidaknya untuk melanjutkan proses penerbitan Izin Mendirikan 
Bangunan. Dua hal yang menjadi tolak ukur tim teknisi lapangan yakni 
Jarak Garis Sempadan Bangunan (GSB) dan Jarak Garis Sempadan 
Pagar (GSP). Setelah tim teknis lapangan telah menentukan bahwa lokasi 
bangunan yang akan dibangun sudah sesuai dengan ketentuan maka 
pemohon mengajukan formulir permohonan Izin Mendirikan Bangunan  
dengan menyertakan permohonan Izin Mendirikan Bangunan oleh 
pemohon, pengantar Izin Mendirikan Bangunan yang ditandatangani oleh 
Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat, berita acara peninjauan 
lapangan yang ditandatangani oleh pemohon, tim teknis lapangan, dan 
Kepala Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang, dan yang terakhir 
surat pernyataan pemohon yang bermaterai. Selanjutnya, Kepala Seksi 
memeriksa kelengkapan berkas persyaratan Izin Mendirikan Bangunan 
yang telah diajukan oleh pemohon yakni dokumen permohonan lengkap, 
fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon, Fotocopy bukti kepemilikan 
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tanah, serta RAB dan gambar bangunan. Setelah Kepala Seksi 
memeriksa kelengkapan berkas pemohon yang telah dajukan dan 
memenuhi persyaratan maka kepala seksi menyerahkan RAB dan gambar 
bangunan ke Kepala Bidang untuk pengesahan RAB dan gambar 
bangunan. Selanjutnya setelah pengesahan RAB dan gambar bangunan, 
Kepala Bidang menetapkan jumlah retribusi dengan ketentuan guna 
bangunan, luas bangunan, tinggi bangunan, tingkat bangunan, letak 
bangunan, dan setelah ditetapkannya jumlah retribusi maka pemohon 
langsung membayar jumlah retribusi yang telah ditetapkan di Bendahara 
Penerima Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Setelah itu staff 
mengeluarkan Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPORD) dan 
Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang menjadi acuan untuk 
membuat Surat Keputusan Izin Mendirikan Bangunan. Setelah itu Kepala 
Seksi, Kepala Bidang memeriksa kembali dokumen Izin Mendirikan 
Bangunan dan semua kelengkapannya lalu memberikan kepada Kepala 
Dinas untuk penandatanganan dokumen Izin Mendirikan Bangunan yang 
akan diterbitkan. Setelah Izin Mendirikan Bangunan terbit, staff 
menyerahkan Izin Mendirikan Bangunan kepada pemohon dan 
mengarsipkan dokumen Izin Mendirikan Bangunan tersebut. 
7. Pejabat yang Berwenang Menerima Retribusi Izin 
Mendirikan Bangunan 
Berdasarkan prosedur pelayanan izin mendirikan bangunan bahwa 
pembayaran retribusi izin mendirikan bangunan dilakukan dengan cara 
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melunasi sekaligus apabila jumlah retribusinya telah ditetapkan. Untuk 
besaran biaya retribusi dihitung dengan cara Koefisien Luas Bangunan 
(KLB) x Koefisien Letak Bangunan (KLB) x Koefisien Ketinggian 
Bangunan (KTB) x Koefisien Guna Bangunan (KGB) yang masing-masing 
koefisiennya telah ditentukan. 
Setelah tarif retribusi telah ditetapkan maka pejabat yang 
berwenang menerima tarif retribusi tersebut yakni Dinas Pekerjaan Umum 
dan Penataan Ruang serta Kecamatan, dimana hasil penerimaan dari 
retribusi tersebut disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Dinas 






A. Jenis Penelitian 
Penelitian hukum ini termasuk dalam penelitian hukum yuridis-
empiris, dengan bentuk deskriptif analis yaitu dengan mengurai, 
menjelaskan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan dari 
hasil penelitian dan dilakukan dengan mengadakan penelitian 
kepustakaan serta penelitian lapangan.  
Penelitian hukum yuridis empiris dilakukan dengan meneliti secara 
langsung ke lokasi penelitian untuk melihat secara langsung penerapan 
perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan 
penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan beberapa 
responden yang dianggap memberikan informasi mengenai pelaksanaan 
penegakan hukum tersebut.1 
B. Lokasi Penelitian 
Untuk menjawab rumusan masalah yang diangkat oleh penulis 
pada skripsi ini, penulis akan melakukan penelitian pada wilayah di 
Kabupaten Kolaka dengan masalah yang penulis kaji dalam penelitian ini.  
Adapun lokasi penelitian yang dipilih penulis guna menunjang data 
adalah: 
1) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kolaka  
                                                          
1 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. Hal.78 
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2) Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bidang Tata Ruang Kabupaten 
Kolaka 
Alasan penulis memilih tempat tersebut dikarenakan SKPD/Unit 
Kerja terkait yang merupakan Pembina dan Pengawas dalam 
pelaksanaan penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.  
C. Sumber Data 
Sumber data merupakan tempat dimana data dari penelitian dapat 
diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer 
dan sumber data sekunder yang terdiri atas: 
1. Sumber Data Primer 
Pihak yang terkait langsung dengan masalah yang diteliti. 
Dalam penelitian ini pihak yang terkait yaitu: Badan Pengelola Pajak 
dan Retribusi Daerah, Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bidang Tata 
Ruang, Kantor Kecamatan Pomalaa, Kantor Kecamatan Baula 
Kabupaten Kolaka. 
2. Sumber Data Sekunder 
Merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan 
bahan hukum primer dan dapat membantu memahami dan 
menganalisis bahan hukum primer, terdiri dari: 
a. Peraturan Perundang-undangan. 
b. Buku-buku ilmiah dibidang hukum terutama berkaitan 




D. Jenis Data 
Data pendukung dalam penelitian ilmiah yang penulis lakukan 
terdiri atas 2 (dua) jenis data, yakni :  
1. Data Primer 
Data primer adalah data atau informasi yang diperoleh secara 
langsung di lapangan dengan mengadakan observasi dan wawancara 
interview pada pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang dibahas. 
2. Data Sekunder 
Data Sekunder adalah data yang diambil sebagai penunjang atau 
bahan banding guna memahami data primer yang berasal dari peraturan 
perundang-undangan, tulisan, makalah, buku-buku, dan dokumen atau 
arsip atau bahan lain serta informasi dari pejabat instansi berwenang yang 
berhubungan dan menunjang dalam masalah penelitian.  
E. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini 
ditempuh prosedur sebagai berikut:2 
1. Studi Kepustakaan (Library Research)  
Merupakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan 
bahan-bahan yang  berupa dokumen-dokumen, buku-buku, atau bahan 
pustaka lainnya, yang menyangkut dengan obyek yang diteliti3, dalam hal 
ini yang menyangkut penegakan hukum dalam hal pajak dan retribusi 
daerah, perizinan.  
                                                          
2 Zainuddin Ali, 2011, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta,hal 176. 
3 Soerjono Soekanto Op. Cit. Hal. 54 
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2. Studi Lapangan (Field Reasearce)  
Studi Lapangan adalah mengumpulkan data yang dilakukan 
dengan mengadakan penelitian langsung pada tempat atau objek 
penelitian. Dalam hal ini penulis melakukan pengumpulan data dengan 
cara mengadakan wawancara atau tanya jawab secara langsung dengan 




        BAB IV 
HASIL DAN  PEMBAHASAN 
1. Pengaturan penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di 
Kabupaten Kolaka 
Pengaturan tentang Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten 
Kolaka dilakukan dengan beberapa instansi-instansi yang terkait. Tetapi 
sebelum mendapatkan izin ada beberapa tahap yang harus dipenuhi oleh 
pemohon izin mendirikan bangunan yang dijelaskan oleh bapak 
Muhammad Ikhsan selaku kepala bidang tata ruang di Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kolaka dalam wawancara yang 
dilakukan oleh penulis, 
”sebelum diterbitkannya izin mendirikan bangunan tim teknis 
lapangan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 
melakukan peninjauan apakah memenuhi syarat atau tidak untuk 
membangun di lokasi yang telah diajukan oleh pemohon. Ketika 
sudah memenuhi syarat kami akan memberikan rekomendasi 
untuk menerbitkan izin”.1 
 
Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon jika ingin 
mengurus Izin Mendirikan Bangunan adalah: 
1. Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Bangunan 
2. Surat Pengantar Izin Mendirikan Bangunan yang ditandatangani 
Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat 
3. Formulir Permohonan Izin Mendirikan Bangunan 
                                                          
1 Hasil wawancara pada tanggal 3 April 2017 
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4. Dokumen Permohonan Lengkap (Berita acara peninjauan 
lapangan, Surat pernyataan pemohon bermaterai) 
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon 
6. Fotocopy bukti kepemilikan tanah 
Setelah pemohon memenuhi syarat untuk mengajukan 
permohonan Izin Mendirikan Bangunan maka pemohon akan mengikuti 
prosedur pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kabupaten Kolaka 
yang sebagai berikut: 
Pemohon melapor untuk melakukan pendaftaran pengurusan Izin 
Mendirikan Bangunan (IMB) melalui staff Kantor Dinas Pekerjaan Umum 
dan Penataan Ruang. Selanjutnya, staff yang disebut tim teknis lapangan 
melakukan peninjauan dan pengukuran lokasi untuk menentukan boleh 
atau tidaknya untuk melanjutkan proses penerbitan Izin Mendirikan 
Bangunan. Dua hal yang menjadi tolak ukur tim teknisi lapangan yakni 
Jarak Garis Sempadan Bangunan (GSB) dan Jarak Garis Sempadan 
Pagar (GSP). Setelah tim teknis lapangan telah menentukan bahwa lokasi 
bangunan yang akan dibangun sudah sesuai dengan ketentuan maka 
pemohon mengajukan formulir permohonan Izin Mendirikan Bangunan  
dengan menyertakan permohonan Izin Mendirikan Bangunan oleh 
pemohon, pengantar Izin Mendirikan Bangunan yang ditandatangani oleh 
Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat, berita acara peninjauan 
lapangan yang ditandatangani oleh pemohon, tim teknis lapangan, dan 
Kepala Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang, dan yang terakhir 
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surat pernyataan pemohon yang bermaterai. Selanjutnya, Kepala Seksi 
memeriksa kelengkapan berkas persyaratan Izin Mendirikan Bangunan 
yang telah diajukan oleh pemohon yakni dokumen permohonan lengkap, 
fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon, Fotocopy bukti kepemilikan 
tanah, serta RAB dan gambar bangunan. Setelah Kepala Seksi 
memeriksa kelengkapan berkas pemohon yang telah dajukan dan 
memenuhi persyaratan maka kepala seksi menyerahkan RAB dan gambar 
bangunan ke Kepala Bidang untuk pengesahan RAB dan gambar 
bangunan. Selanjutnya setelah pengesahan RAB dan gambar bangunan, 
Kepala Bidang menetapkan jumlah retribusi dengan ketentuan guna 
bangunan, luas bangunan, tinggi bangunan, tingkat bangunan, letak 
bangunan, dan setelah ditetapkannya jumlah retribusi maka pemohon 
langsung membayar jumlah retribusi yang telah ditetapkan di Bendahara 
Penerima Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Setelah itu staff 
mengeluarkan Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPORD) dan 
Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang menjadi acuan untuk 
membuat Surat Keputusan Izin Mendirikan Bangunan. Setelah itu Kepala 
Seksi, Kepala Bidang memeriksa kembali dokumen Izin Mendirikan 
Bangunan dan semua kelengkapannya lalu memberikan kepada Kepala 
Dinas untuk penandatanganan dokumen Izin Mendirikan Bangunan yang 
akan diterbitkan. Setelah Izin Mendirikan Bangunan terbit, staff 
menyerahkan Izin Mendirikan Bangunan kepada pemohon dan 
mengarsipkan dokumen Izin Mendirikan Bangunan tersebut. 
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 Selanjutnya hal-hal yang menjadi acuan dalam memberikan 
rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan serta tarif retribusinya adalah 
Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 2 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Perizinan Tertentu dan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka 
Nomor 3 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung. 
Acuan dalam memberikan rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan 
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Bangunan 
Gedung 
Pasal 3 
(1) Mewujudkan bangunan yang fungsional dan sesuai dengan 
tata bangunan yang serasi dan selaras dengan 
lingkungannya; 
(2) Mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang 
menjamin keandalan teknis bangunan dari segi keselamatan, 
kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan; dan 
(3) Mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan 
bangunan.  
 
Selanjutnya pada Pasal 14 
(1) Setiap bangunan gedung harus dibangun, dimanfaatkan, 
dilestarikan, dan atau dibongkar sesuai dengan persyaratan 
bangunan gedung, yang diatur dalam Undang-undang Nomor 
28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan peraturan 
pelaksanaannya termasuk pedoman dan standar teknisnya. 
(2) Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan 
administrasi agar bangunan dapat dimanfaatkan sesuai dengan 
fungsi yang ditetapkan. 
(3) Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan teknis, 
baik persyaratan tata bangunan maupun persyaratan keandalan 
bangunan gedun, agar bangunan gedung laik fungsi dan layak 
huni, serasi dan selaras dengan lingkungannya. 
(4) Pemenuhan persyaratan teknis disesuaikan dengan fungsi, 
klasifikasi, dan tingkat permanensi bangunan gedung.  
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Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Perizinan Tertentu yang menjadi acuan dalam menetapkan tarif 
retribusi 
Pasal 8 
(1) Prinsip penetapan tarif retribusi adalah untuk kegiatan 
administrasi, perencanaan Koefisien Luas Bangunan (KLB), 
Koefisien Lantai Bangunan (KLB), dan Koefisien Ketinggian 
Bangunan (KTB), survey lapangan, keterangan rencana kota, 
rencana tata letak bangunan, penelitian teknis, pengendalian 
pembangunan, pengendalian penggunaan bangunan dan 
kondisi bangunan serta pembinaan. 
(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan 
dilapangan, penegakan hukum, penata usahaan, dan biaya 
dampak negatif dari pemberian Izin Mendirikan Bangunan. 
 
Pasal 9 
(1) Tarif retribusi diukur berdasarkan harga per m2 sebagaimana 
yang tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini dikalikan 
dengan faktor koefisien yang dijadikan dasar dalam mengukur 
tingkat penggunaan jasa pelayanan, pengendalian, dan 
pengawasan. 
 
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2011 tentang 
Retribusi Perizinan Tertentu maka dapat diketahui bahwa penerimaan 
retribusi Izin Mendirikan Bangunan dimana biaya atas pemberian izin 
meliputi dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, 
penata usahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian Izin 
Mendirikan Bangunan. 
Menurut Bapak Muhammad Ikhsan selaku Kepala Bidang Tata 
Ruang,  
“retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang telah diterima oleh 
Bendahara Penerima Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 
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Ruang harus disetor langsung ke Kas Daerah dalam kurun waktu 
enam (6) jam. Retribusi yang telah diterima tidak boleh dipegang 
oleh bendahara penerima melebihi waktu tersebut”.2 
 
Selanjutnya Peraturan Bupati Kolaka Nomor 2 Tahun 2011 tentang 
Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati Kolaka 
Kepada Camat Se-Kabupaten Kolaka Pasal 2 ayat (1) bahwa:  
”sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada 
camat sebagaimana terlampir pada lampiran 1 dalam peraturan bupati ini 
dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan 
bupati ini”. 
 
Lampiran : 1 Peraturan Bupati Kolaka 
Nomor  : 2 Tahun 2011  
Tanggal : 31 Maret 2011 
Tentang : Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan 
dari Bupati Kolaka kepada Camat Se-Kabupaten 
Kolaka 
 
Jenis Perizinan dan Non Perizinan yang dilimpahkan kepada 
Camat Se Kabupaten Kolaka 
1. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan HO 
2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 
3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 
4. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) 
5. Reklame (nilainya dibawah Rp. 500.000,-) 
6. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di bawah Rp. 1.000.000.000,- 
7. Izin Pemotongan Hewan 
8. Izin Pertambangan Rakyat (Non Logam dan Batuan) 
9. Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu/Bukan Kayu pada Hutan 
Produksi (IPHK/PHHBK) 
10. Izin Pemanfaatan Kayu pada Hutan Hak (IPKHH) 
11. Izin Pemanfaatan Air Permukaan  
12. Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah 
13. Izin Usaha Kepariwisataan (Kecuali Kecamatan Kolaka dan 
Laatambaga) 
14. Pajak Rumah Makan (Kecuali Kecamatan Kolaka dan Latambaga) 
15. Izin Usaha Budi Daya Tambak 
16. Izin Usaha Budidaya Kolam 
17. Izin Pangkalan Minyak Tanah 
 
                                                          
2 Hasil wawancara pada tanggal 3 April 2017 
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Berdasarkan Lampiran Peraturan Bupati Kolaka Nomor 2 Tahun 
2011 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan dari 
Bupati Kolaka Kepada Camat Se-Kabupaten Kolaka Retribusi Izin 
Mendirikan Bangunan di bawah satu milyar  rupiah (Rp. 1.000.000.000,-) 
dilimpahkan kepada kecamatan se-Kabupaten Kolaka.  Kecamatan yang 
dipilih oleh penulis salah satunya ialah Kecamatan Pomalaa. 
Menurut Ibu Bastia Kasra selaku Kepala Seksi Pembangunan 
Masyarakat Desa Kecamatan Pomalaa bahwa, 
“masyarakat yang mengajukan permohonan izin mendirikan  
bangunan dikecamatan terlebih dahulu akan ditinjau oleh tim 
teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang lokasi 
yang akan dibangun untuk mengetahui apakah tarif retribusi yang 
telah didapatkan dari tinjauan lokasi dibawah satu milyar ataukah 
diatas satu milyar”.3 
 
Dalam hal penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Kecamatan tidak 
melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, akan tetapi 
dalam pelaksanaan dilapangan yakni peninjauan lokasi tetap melibatkan 
tim teknis lapangan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 
Alasan kecamatan tetap melibatkan tim teknis lapangan dari Dinas 
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang karena kecamatan tidak mengerti 
secara teknis persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon dilapangan. 
Selanjutnya Ibu Bastia Kasra mengatakan bahwa, 
 “setelah diketahui bahwa jumlah retribusi Izin Mendirikan 
Bangunan yang diajukan oleh pemohon dibawah satu milyar 
pihak kecamatan membawa RAB dan gambar bangunan, 
fotocopy kartu tanda penduduk, serta fotocopy sertifikat tanah ke 
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk disahkan 
                                                          
3 Hasil wawancara pada tanggal 30 Maret 2017 
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oleh Kepala Dinas. Setelah  dokumen Izin Mendirikan Bangunan 
disahkan oleh Kepala Dinas dan diserahkan kembali ke 
Kecamatan, pemohon akan datang untuk membayar retribusi 
yang telah ditetapkan berdasarkan dengan ketentuan guna 
bangunan, luas bangunan, tinggi bangunan, tingkat bangunan, 
dan letak bangunan. Setelah bendahara penerima kecamatan 
menerima pembayaran retribusi tersebut, penerimaan 
pembayaran retribusi akan di setor ke Kas Daerah. Karena 
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Perizinan Tertentu Pasal 34 ayat (1) bahwa 
“pembayaran retribusi dilunasi sekaligus” 
 
Kemudian beliau menambahkan: 
  “selama saya menjadi Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat 
Desa di Kecamatan Pomalaa belum ada retribusi khususnya 
retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang mencapai angka satu 
milyar, dari tiga tahun terakhir paling tinggi mencapai delapan 
juta rupiah dan yang terendah empat ratus dua belas ribu 
delapan ratus rupiah” 
 
Sehubungan dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2011 
tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati 
Kolaka kepada Camat se-Kabupaten Kolaka. Penulis melakukan 
wawancara dengan Kepala Sub Bagian Perancangan Perundang-
undangan Bapak Laode. Bapak Laode mengatakan bahwa, 
“akan ada penarikan kewenangan Kecamatan dikarenakan 
adanya laporan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 
bahwa ada beberapa kecamatan yang menerbitkan Izin 
Mendirikan Bangunan hanya satu dalam waktu satu tahun hal itu 
tidak mungkin terjadi karena pada saat sekarang ini wilayah 
Kabupaten Kolaka sedang giat-giatnya untuk membangun 
dikarenakan harga nilai jual beli tanah masih tergolong dengan 
harga terjangkau”.4 
 
Kejadian ini menyebabkan berkurangnya penerimaan retribusi 
khususnya retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Menurut informasi dari 
                                                          
4 Hasil wawancara pada tanggal 29 Maret 2017 
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warga masyarakat Kabupaten Kolaka yang mengurus izin tersebut 
pemerintah kurang memuaskan, prosedurnya berbelit-belit, serta tingginya 
tarif retribusi yang diterapkan oleh pemerintah membuat masyarakat 
mengeluh dalam pengurusan izin mendirikan bangunan.5 Selain itu 
tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Kolaka adalah 
kurangnya tim teknis lapangan yang akan meninjau lapangan karena 
masyarakat akan seenaknya melakukan renovasi terhadap bangunan 
mereka tanpa meminta izin kepada pemerintah daerah.  Hal ini pula akan 
berdampak terhadap Pendapatan Asli Daerah dimana kontribusi Izin 
Mendirikan Bangunan yang telah ditetapkan tidak mencapai target. Hal ini 
yang membuat naik turunnya penerimaan retribusi Izin Mendirikan 
Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah seperti yang penulis 
kemukakan di latar belakang. 
2. Besarnya kontribusi penerimaan Retribusi Izin Mendirikan 
Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten 
Kolaka 
Dalam kontribusi Izin Mendirikan Bangunan untuk meningkatkan 
Pendapatan Asli Daerah salah satu faktor yang harus diperhatikan adalah 
prosedur izin mendirikan bangunan yang masih kurang transparan. 
Adanya kurang penjelasan kepada warga masyarakat mengenai 
kelengkapan yang harus dipenuhi agar memperoleh izin dan tidak ada 
ketetapan waktu yang diberikan dalam kepengurusan. Tentunya hal ini 
                                                          
5 Wawancara dengan Bapak Latif (masyarakat yang telah mengurus izin mendirikan bangunan) 
pada tanggal 23 Maret 2017 
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sangat penting dan harus mendapat perhatian bagi pemerintah dan 
perlunya adanya sosialisasi mendalam yang dilakukan untuk 
meningkatkan kesadaran warga masyarakat. 
Besarnya kontribusi penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan 
terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Kolaka masih terbilang 
cukup kecil. Karena realisasi penerimaan pendapatan asli daerah begitu 
besar sedangkan realisasi penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan 
masih diblang tergolong kecil. Pada tahun 2014 realisasi pendapatan asli 
daerah Kabupaten Kolaka yakni sebesar tiga belas milyar empat ratus 
tujuh belas juta delapan puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh 
delapan rupiah (Rp.13.417.088.898,18) dengan realisasi retribusi izin 
mendirikan bangunan sebesar satu milyar seratus dua puluh delapan juta 
sembilan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh enam 
rupiah (Rp. 1.128.963.596). Kontribusi retribusi izin mendirikan bangunan 
terhadap pendapatan asli daerah yakni sebesar 8,4%. Pada tahun 2015 
realisasi pendapatan asli daerah yakni sebesar dua belas milyar sembilan 
ratus tiga puluh enam juta dua ratus dua puluh lima ribu enam ratus rupiah 
(Rp.12.936.225.600,00) dengan realisasi retribusi izin mendirikan 
bangunan sebesar sembilan ratus delapan juta tujuh puluh lima ribu tiga 
ratus dua puluh rupiah (Rp. 908.075.320.00). Kontribusi retribusi izin 
mendirikan bangunan terhadap pendapatan asli daerah yakni sebesar 
7,0%. Pada tahun 2016 realisasi pendapatan asli daerah yakni sebesar 
lima belas milyar tiga ratus enam puluh lima juta dua ratus sembilan belas 
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ribu enam ratus rupiah (Rp. 15.365.219.600.00) dengan realisasi retribusi 
izin mendirikan bangunan sebesar satu milyar sembilan juta seratus lima 
puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah (Rp. 
1.009.154.376.00). Kontribusi retribusi izin mendirikan bangunan terhadap 
pendapatan asli daerah yakni 6,5%. 
Target dan realisasi retribusi Izin Mendirikan Bangunan tentunya 
sangat penting hal ini karena dengan adanya target yang telah ditetapkan 
maka pemerintah dapat memperhitungkan berapan pendapatan daerah 
yang masuk pada tahun tersebut. Hal ini pula dapat dijadikan tolak ukur 
pertumbuhan perekenomian suatu daerah khususnya Kabupaten Kolaka. 
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Muhammad 
Alinuddin selaku Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan, beliau 
mengatakan bahwa, 
“retribusi izin mendirikan bangunan merupakan retribusi yang bisa 
dibilang cukup tinggi dalam penerimaannya dari retribusi perizinan 
tertentu lainnya. Akan tetapi dalam proses penerimaannya 
mengalami naik turun terbukti dalam 3 tahun terakhir, target yang 
telah ditetapkan tidak pernah terealisasi.”6 
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan merupakan jenis retribusi 
penting dan strategis di Kabupaten Kolaka. Retribusi izin mendirikan 
bangunan ini merupakan salah satu dari banyak jenis retribusi di 
Kabupaten Kolaka. Target retribusi izin mendirikan bangunan di 
Kabupaten Kolaka adalah sebagai berikut: 
                                                          




 Target dan Realisasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 
Kabupaten Kolaka Tahun 2014-2016 
Tahun  Target Setiap 
Tahun  
Realisasi Bulan 
Jan s/d Des 
2014 
Lebih/Kurang 
2014 1,594,200,000 1,128,963,596 (465,23 6,404) 
2015 1,057,050,000 908,075,320 (148,974,680) 
2016 1,113,050,000 1,009,154,376 (103,895,624) 
Sumber: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah 
Dari hasil data diatas dapat diketahui bahwa Retribusi izin 
mendirikan bangunan di Kabupaten Kolaka tidak pernah mencapai 
target. Setelah anggaran target diturunkan dari tahun sebelumnya 
retribusi izin mendirikan bangunan belum bisa mencapai target. Hal ini 
dikarenakan seperti yang dikemukakan oleh bapak Muhammad 
Alinuddin bahwa dengan pelimpahan wewenang ke Kecamatan tidak 
akan memaksimalkan dalam penerimaan retribusi khususnya retribusi 
izin mendirikan bangunan dikarenakan banyaknya laporan bahwa 
kecamatan hanya menerbitkan satu IMB setap tahunnya. 
Efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian 
tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan 
hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus 
dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan 
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mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan.7 Selanjutnya menurut 
Mardiasmo efektivitas menggambarkan tingkat pencapaian hasil 
program dengan target yang ditetapkan.8 
Menurut Abdul Halim kontribusi retribusi adalah seberapa besar 
pengaruh atau peran serta penerimaan retribusi daerah terhadap 
Pendapatan Asli Daerah (PAD), dapat dikatakan juga kontribusi 
retribusi daerah adalah seberapa besar kontribusi yang dapat 
disumbangkan dari penerimaan retribusi daerah terhadap besarnya 
Pendapatan Asli Daerah (PAD).9  
Menurut Abdul Halim upaya peningkatan pendapatan asli daerah 
melalui retribusi terbagi atas dua yaitu:10 
1. Intensifikasi 
Intensifikasi merupakan sutu tindakan atau usaha untuk 
memperbesar penerimaan dengan cara melakukan 
pemungutan yang lebih giat, ketat, dan teliti. 
2.   Ekstensifikasi 
Ekstensifikasi merupakan usaha untuk menggali sumber 
pendapatan asli daerah yang baru, baik yang bersumber dari 
                                                          
7 http://www.amaypk.ac.id/download/jurnal yang diakses pada tanggal 3 April 2017 Pukul. 17.00 
wita 
8 Mardiasmo Op.Cit hal.232 
9 Abdul Halim. Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Revisi. UPP AMP YKPN. Yogyakarta. 2004. 
Hal.163 
10 Abdul Halim Op.Cit Hal. 165 
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pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah 
lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli 
daerah yang sah. 
Berdasarkan hasil wawancara Penulis kepada Bapak Laode 
Irsan selaku Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan beliau 
mengatakan bahwa 
“mengenai tata cara pemungutan retribusi pada Peraturan Daerah 
Kabupaten Kolaka Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi 
Perizinan Tertentu khususnya pada Pasal 32 ayat (4) tata cara 
pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati, akan 
tetapi tidak ada Peraturan Bupati yang mengatur tentang tata cara 
pemungutan retribusi ini”.11 
Masih banyaknya kekurangan akan Peraturan Daerah 
Kabupaten Kolaka Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan 
Tertentu membuat kesulitan bagi aparat pemerintah untuk menjalankan 
tugasnya karena tidak ada kejelasan dari peraturan yang mengatur 
akan hal tersebut. Terlebih didalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 
2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu khususnya pada pasal 32 
ayat (4) tata cara pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan 
Bupati. Akan tetapi, sampai saat ini Peraturan Bupati tersebut belum 
ada. Hal ini yang menyebabkan aparatur sulit untuk menjalankan 
tugasnya bila tidak ada acuan untuk menjalankan kewajiban aparatur 
itu sendiri.  
                                                          
11 Hasil wawancara Pada Tanggal 29 Maret 2017 
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Kontribusi retribusi daerah khususnya retribusi izin mendirikan 
bangunan terhadap pendapatan asli daerah, menggunakan rumus 





Sumber: Darise Nurlan12 
Dari rumus efektivitas retribusi daerah maka dapat diperoleh data 
sebagai berikut:            
     
                                         Tabel 1.2 
Persentase Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 
Tahun  Target Setiap 
Tahun  
Realisasi 
Bulan Jan s/d 
Des 2014 
Lebih/Kurang % 
2014 1,594,200,000 1,128,963,596 (465,236,404) 70.82 
2015 1,057,050,000 908,075,320 (148,974,680) 85.91 
2016 1,113,050,000 1,009,154,376 (103,895,624) 90.67 
Sumber: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi  Daerah 
Dari hasil data diatas persentase penerimaan retribusi izin 
mendirikan bangunan dengan kontribusi semakin meningkat terlihat dari 
tahun 2014 hingga 2016. Pada tahun 2014 efektifitas penerimaan retribusi 
izin mendirikan bangunan terhadap retribusi daerah adalah sebesar 
70,82% dengan target satu milyar lima ratus sembilan empat juta dua 
ratus ribu rupiah (Rp. 1.594.200.000.00,-) dan dengan realisasi satu milyar 
                                                          
12 Darise Nurlan. Pengelolaan Keuangan Daerah. PT. Indeks IKAPI. Bandung. 2006. Hal. 49 
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seratus dua puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu lima 
ratus sembilan puluh enam rupiah (Rp. 1.128.963.596.00,-), masih ada 
sekitar empat ratus enam puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu 
empat ratus empat rupiah (Rp.465.236.404.00,-) yang belum terealisasi. 
Selanjutnya pada tahun 2015 angka target menurun dibanding tahun 
2014, akan tetapi efektifitas penerimaan retribusi izin mendirikan 
bangunan terhadap retribusi daerah meningkat menjadi 85,91% dengan 
target sebesar satu milyar lima puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah (Rp. 
1.057.050.000.00,-) dan dengan realisasi sembilan ratus delapan juta 
tujuh puluh lima ribu tiga ratus dua puluh rupiah (Rp. 908.075.320.00,-) 
masih ada sekitar seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus tujuh 
puluh empat ribu enam ratus delapan pulh rupiah (Rp. 148.974.680.00,-) 
yang belum terealisasi. Selanjutnya, pada tahun 2016 angka target 
meningkat dibanding tahun 2015 dengan  efektifitas yang terus meningkat 
menjadi 90,67% dengan target satu milyar seratus tiga belas juta lima 
puluh ribu rupiah (Rp. 1.113.050.000.00,-) dan dengan realiasi satu milyar 
sembilan juta seratus lima puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh enam 
rupiah (Rp. 1.009.154.376.00,-) masih ada sekitar seratus tiga juta 
delapan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus dua puluh empat 
rupiah (Rp. 103.895.624.00,-).  
Berdasarkan data diatas retribusi izin mendirikan bangunan di 
Kabupaten Kolaka mengalami naik turun dalam penerimaannya. 
Pemerintah berupaya menurunkan target agar realisasi tercapai. Akan 
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tetapi, dari data tiga tahun terakhir efektifitas penerimaan retribusi izin 
mendirikan bangunan memberi kontribusi yang cukup besar dan terus 
meningkat ditiap tahunnya walaupun target yang telah ditetapkan oleh 
pemerintah tidak terealisasi. 
Selanjutnya Kecamatan yang berada di Kabupaten Kolaka 
khususnya Kecamatan Pomalaa memberi kontribusi terhadap retribusi 
daerah melalui retribusi izin mendirikan bangunan. Pada tahun 2014 
Kecamatan Pomalaa memberikan kontribusi sebesar 35,23% dimana 
target sebesar tujuh puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah 
(Rp.79.800.000.00,-) sedangkan yang terealisasi hanya sebesar dua 
puluh delapan juta seratus sebelas ribu lima ratus sembilan rupiah 
(Rp.28.111.509.00,-) masih ada kekurangan yang belum terealisasi 
sebesar lima puluh satu juta enam ratus delapan puluh delapan ribu 
empat ratus sembilan puluh satu rupiah (Rp. 51.688.491.00,-). 
Selanjutnya pada tahun 2015 Kecamatan Pomalaa memberikan kontribusi 
sebesar 10,01% dengan angka target yang tetap. Disini jelas bahwa 
kontribusi dari Kecamatan Pomalaa menurun dibanding dengan tahun 
2014. Angka realisasi hanya sebesar tujuh juta sembilan ratus sembilan 
puluh ribu rupiah (Rp. 7. 990.000.00,-) masih ada kekurangan sekitar tujuh 
puluh satu juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah (Rp.71.810.000.00,-). 
Pada tahun 2016 Kecamatan Pomalaa memberi kontribusi sebesar 
41,09% dengan angka target yang sama. Kontribusi Kecamatan Pomalaa 
mengalami kenaikan dibanding dengan tahun 2015. Angka realisasi 
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adalah sebesar tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tujuh 
sembilan ratus rupiah (Rp.32.787.900.00,-) masih ada kekurangan sekitar 
empat puluh tujuh juta dua belas ribu seratus rupiah (Rp. 41.012.100.00,-) 
Berdasarkan data diatas Kecamatan Pomalaa tidak pernah 
menurunkan target. Hal ini dikemukakan oleh Ibu Bastia Kasra selaku 
Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat Desa. Beliau mengatakan bahwa 
“Kecamatan Pomalaa memang tidak pernah menurunkan target 
karena ingin berusaha ditiap tahun untuk mencapai target. Tetapi 
hal itu tergantung sedikit atau banyaknya orang yang mengurus 
izin mendirikan bangunan. Bahkan pada tahun 2012 target izin 
mendirikan bangunan untuk kecamatan pomalaa adalah sebesar 
enam puluh delapan juta rupiah akan tetapi yag terealisasi 
sebesar seratus dua puluh juta rupiah jadi melampaui target. 
Tergantung dari aparat di Kecamatan mau menurunkan target 
dengan melihat kondisi masyarakat di sekitarnya atau tetap 
mempertahankan target tersebut. Kalau Kecamatan Pomalaa 
tidak akan menurunkan target karena kecamatan pomalaa akan 
berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi target”.13 
Dalam hal penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan 
Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Kolaka memberikan 
kontribusi yang besar terhadap pendapatan asli daerah khususnya 
retribusi izin mendirikan bangunan. Akan tetapi masih banyaknya 
kekurangan yang dialami dalam proses penerimaan. Terutama adanya 
laporan bahwa ada beberapa kecamatan yang hanya menerbitkan satu 
izin mendirikan bangunan setiap tahunnya. Hal ini yang menyebabkan 
kurangnya kontribusi kecamatan terhadap retribusi daerah khususnya 
retribusi izin mendirikan bangunan serta masih banyaknya aparat 
                                                          
13 Hasil wawancara pada tanggal 3 April 2017 
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pemerintah baik dari tim teknis lapangan Dinas Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang dan Kecamatan yang masih belum mengoptimalkan 
penerimaan retribusi secara langsung dengan maksud bahwa jika 
pembayaran retribusi terutang pemerintah setempat tidak akan 

















KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan uraian pada pembahasan sebelumnya, maka 
kedua permasalahan yang terdapat dalam penelitian, dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 
1. Pengaturan penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan yang 
berada di daerah Kabupaten Kolaka tidak terlaksana 
sebagaimana yang telah ditetapkan dalam prosedur pelayanan 
izin mendirikan bangunan di Kabupaten Kolaka. Di dalam 
prosedur pelayanan izin mendirikan bangunan retribusi yang 
telah ditetapkan jumlahnya langsung dibayar sekaligus sesuai 
dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Perizinan Tertentu.  
2. Hasil penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan di 
Kabupaten Kolaka dari data tiga tahun terakhir 2014 hingga 2016 
menunjukkan bahwa naik turunnya target dan realisasi. Target 
yang telah ditetapkan oleh pemerintah tidak pernah terealisasi. 
Efektivitas kontribusi retribusi izin mendirikan bangunan terhadap 
pendapatan asli daerah meningkat akan tetapi target yang telah 
ditetapkan tidak terealisasi. Hal ini dikarenakan adanya 
pelimpahan wewenang ke Kecamatan di wilayah Kabupaten 
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Kolaka, yang tidak efektif dalam melaksanakan penerimaan 
retribusi izin mendirikan bangunan hingga penerbitan izin 
mendirikan bangunan yang hanya menerbitkan satu setiap 
tahunnya. 
 
B.  Saran 
Berdasarkan uraian kesimpulan tersebut, maka dapat 
dikemukakan saran sebagai berikut: 
1. Kepada aparatur penegak hukum khususnya yang 
menangani masalah retribusi izin mendirikan bangunan, 
peraturan yang telah ada hendaknya dilaksanakan dan 
dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan yang 
berlaku baik Peraturan Daerah ataupun Peraturan Bupati  
2. Kepada Bupati Kabupaten Kolaka untuk segera 
mengeluarkan Peraturan Bupati karena akan dipergunakan 










Abdul Halim. 2004. Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Revisi. 
Yogyakarta: UPP AMP YKPN. 
 
Adrian Sutedi. 2011. Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan 
Publik. Jakarta: Sinar Grafika. 
Darise Nurlan. 2006. Pengelolaan Keuangan Daerah. Bandung: PT. 
Indeks IKAPI 
HAW Widjaja. 2014. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, Jakarta: 
PT. Raja Grafindo Persada 
Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudraja. 2012. Hukum 
Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik. 
Bandung: Nuansa Cendekia  
 
Mamesah. 1995. Sistem Administrasi Keuangan Daerah. Jakarta: 
Gramedia Pustaka Utama 
 
Mardiasmo. 2009. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. 
Yogyakarta: Andi Offset. 
 
Muhammad Djafar Saidi. 2013.  Hukum Acara Peradilan Pajak, 
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 
                                   . 2014 P embaruan Hukum Pajak. Jakarta: 
PT. Raja Grafindo Persada. 
Muhammad Fauzan. 2006. Hukum Pemerintahan Daerah. 
Yogyakarta: UII Press 
Nick Devas et.al. 1989. Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. 
Jakarta: Universitas Indonesia. 
Philipus M. Hadjon et.al. 2008. Pengantar Hukum Administrasi 
Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 
 . 1993. Pengantar Hukum Perizinan. Surabaya:    
Yuridika. 
RDH Koessoemahatmaja. 1979.  Pengantar Sistem Pemerintahan 
Daerah di Indonesia, Bandung: Bina Cipta. 




Romi Librayanto. 2012. Ilmu Negara Cetakan Kedua. Makassar: 
Pustaka Refleksi 
Soerjono Soekanto. 1983. Pengantar Peneitian Hukum. Jakarta: 
Rineka Cipta. 
W.F. Prins-R dan Kosim Adisapoetra. 1983. Pengantar Hukum Ilmu 
Administrasi Negara. Jakarta: Pradnya Paramita. 




Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah 
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah  
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang 
Penyelenggaraan Dekosentrasi 




Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 2 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Perizinan Tertentu 





Diakses pada tanggal 26 Februari 2017 pukul 10.30 wita. 
http://www.amaypk.ac.id/download/jurnal. Diakses pada tanggal 3 April 2017 




   
  
107 
 
  
LAMPIRAN 
108 
 
  
109 
 
  
110 
 
 
